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ABSTRAK

Nama : Siswanto
Program Studi  : Hes Hukom
Judui . Pembuktian Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat Berdasarkan Pendekatan Rule of Reason (Studi Putusan
KPPU Nomor 06/KPPU-L/2004, Putusan Nomor 02/KPPU-
L/2005, Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007}

Tesis ini membahas penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan
khususnya Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif dan menggunakan data sekunder
sebagai sumber datanya Yang menjadi permasalabhan adalah mengapa pendekatan
ruic of reason perin dilakukan dalam penyelessisn perkara persaingan usaba,
bagaimana pendekatan rule of reason tersebut dalam Undang-Undang Nomor §
Tahun 1999, den hal-hal apa saja yang meniadi pertimbangan KPPU dalam
memutuskan pelanggaran Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 secers ruie of
reasor. Pendekatan rule of reasom pada prinsipnya adalah pendekatan yang
mengetengahkan analisis atas dampak terhadap persaingan dari suatu perilaku atau
tindakan pelaku usaha, setidaknya untuk melihat manfaat ekonomi dan kebaikannya
bagi persaingan itu sendich. Pendekatan ruie of reason diperlukan dalam rangka
mengnil manfaat ckonomis dan kebaikan dari suata perilaku atau tindakan vang
dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka pencapaian efisiensi ekonomi secara
makro, Undang-Undang MNomor 5 Talun 1959 tidak mengatur secara eksplisit
mengenal pendekatan rule of reason tersebut, namun penerapan rife of reason dapat
ditelusuri darl 3 (tiga) hal yaitu: darf tujuan pembentukan Undang-Undang Nemor §
Tahun 1999, dari rumusan masing-masing pasal larangan, dan darl tugas Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rule of reason dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 lebih fuas dibanding praktek di negara lain, tidak hanys mencakup
analisis dampak, tetapi juga mencakup cara bersaing, Putusan Nomor 06/KPPU-
L2004, Putusan Nomor 02/KPPUWLI2005, dan Putusan Nomer Q7/KPPU.L/2007
telah menyuguhkan bukti-bukti analisis atas dampak terhadap persaingan dan juga
potensi dampak atas suatu perilaku etau tindakan Terlapor. Putusan Nomor 06/KPPU-
1720604 dan Putusan Nomor O07/KPPU-L/2007 tefah menyajikan bukti analisis
ekonomi berupa penurunzn penjualan dan terjadinva harga serta keuntungan vang
cksesif sebagai penguat telah terjadinya dampak negatif terhadap persaingan.

Katy kunci:
Huokum persaingan, rule of reason
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ABSTRACT

Name: : Siswanto
Study Programe  : Economics Law
Tile : Evidence Evidence Proccess of Violating Act No. 5/1999 by Rule

of Reason Approach (Siudy Verdict of KPPLI No. 06/KPPU-
L2064, Verdict No. 02Z/KPPU-L/2005, Verdict No. §7/KPPU-
12007}

This thesis discussed the implementation of rule of reason approach on the competition
law, particularly of the Law Number 3 Year 1999 Conceming Prohibition of
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, This study use normative
Juridizal research method with prescriptive design and use secondary data as dats
resources. The problem are why rule of reason approach need to be done in the
business competition case settlement, how ig the rule of reason approach in the Law
Number 5 Year 1999, and what other matters that hecome the KPPUPs judgments to
resolve the Law Number 5 Year 1999 violation according to rule of reason. Basically
rule of reason approach is an approach that set forth deeper analysis o determine if the
conpetition law viclation ocourred or not, That analysis intended to find out the impact
that happens on the competition, at least to observe the economic benefit and s
advantages to the competition itself. Rule af reason approach needed to ¢xamine the
economic advantage and the goodness of a behavior or act whom done by business
subject to achisve macro economig efficiency. The Law Number 3 Year 1999 not
explicitly rules the ride of reason approuch, but the rule of reason approach can be
traced from 3 (three) matters, which are: from the Law Number 5 Year 1999
establishment goals, the formulation of each prohibition articles, and the KPPU duties.
The Number O&KPPU-L/2004 verdict, Number 02/KPPU-LA2005 verdict, and the
Number §TKPPU-L/2007 verdict have confirmed the analysis of the impact which
happen already or might happen as the effect from the behavior or the act of its
Reportee. In particular, the Number 06/KPPU-L/2004 Verdict and the Number
07/KPPU-/2007 Verdict present economic analysis in the forn of sales declines and the
excessive price and profit as the reinforcement that the negative impact on competition
has occurred.

Keywods:
Competition law, rufe of reason
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa Orde Baru, perkembangan dan peningkatan aktivitas pelaku
usaba di Indonesia banyak didominasi oleh segelintir konglomerat vang pada
kenyataannya telah menimbniikan socigl-economic gap antara pengusaha kecil dan
menengah dan sektor-sektor informal dengan para kenglomerat,! Dalam hal in,
para konglomerat berusaha mengoptimalkan lobi bisnis dengan mengacuhkan
hukumn dan keadilan. Dengan adanya praktek monopoli dan prektek-praktek

kolusif mempaosisikan Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang semu.®

Setelah runfubnya rezim Orde Bary, Indonesia mulal memberikan ruang
yang lebih besar untuk kebijakan persaingan (competition policy) di dalam negeri.
Peran kebijakan persaingan vang lebih besar im ditandai dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor § Tahun {999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usahs Tidak Sehat (Undang-Undasg Nomor § Tahun 1999) sejak
bulan Maret tshun 2000 yang dukuti dengan pemberian kesempatan yang lebih
besar kepada sektor swasta untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Meski adanya Undang-Undang Ini sering dikait-kaitkan dengan adanya dorongan

'Ade Muran Suberman, “Kinerja KPPU Sebagai Watchdog Pelaku Ussha Di fndonesia,”
<hop:/Awwy solusihukum comdartiiel/artikelds.plip- 160k>, diakses tanggat 28 Tuni 2007.

*Ibid.
Srhid,
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kuat dari negara-negara maju dalam bentuk ZLetrer of Intent (Lol yang
ditandatangani antara Pemerintali Indonesia dengan International Monetary Fund
(IMF) sebagai salah satu dart Supplementary Memorandwnm IMF, namun
kenyataannya Undang-Undang ini lahir dari hasil inisiatif Dewan Perwakilan
Rakyat yang terpilih pada saat it}

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh Antitrust
Law Amerika Serikat dalam pembuatannya. Bukan saja banyak terminologi yang
digunzkan oleh undang-undang tersebut mengambil alih dan merapakan
teriemahan darl Astftrust Law, tetapi juga isi Undeng-Undang Nomor 5 Tabun
1999 tersebut belajar dari Awizrust Law tersebut’ Sebagai regim baru, Undang-
Undang Nomor § Tahun 1999 memang menpatur banyak bal yang bersifat bare
sama sekali. Hal-hal baru tersebut meliputt ketentuan materiil, formil, bahkan

kelembagaan.®

Berkaitan dengan ketenivan materiil, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1999 memperkenalkan banyak larangan terbadap kegiatan usaha atau pedjanjian

yang dapat menimbuikan prakick monopoli dar/atau persaingan usaha tidak sehat.

Derpeseran kebijakan pembangunan tersebut menunjikkan komitmen bangsz Indonesia
untuk melandaskan perckonomiannya pada melanisme pasgr, bukannya skonomi terpimpin yang
menonjolkan peran negara sebapa) skior ulama perekonomian. Secara teorl, mekanisme pasar
menawarkan solusi atas problem yang dihadapi aleh chonomi terpimpin mass Orde Bary, dimana
mekanisme pasar tidak membutabkan kekuassan yang besar untuk menentukan aps yang harus
dikengumsi dan digroduksi. Sebaliknya, tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang
dibntubkan dan bagetmana memenuhinys. Pembenaran stes diperbolehkannya pemerintah
melakukan intervensi banyalah jika pasar tidek dalam keadaan sempuma, dalam arti ads kondisi-
kondisi yang menghalangi terjadinya kompetisi atau persaivgan yang falr, yang dikenal dengan
istilah marker foflure. Intervensi pemerinial ini hares dilakukan secara propossional unbik
menghindar! Government Fgilpre sebugabmans vang terjadi 41 era Crde Baru, XPPLU, Periode
Pengembungan Kplembogoww: dan faplementasi Awel: Laporen 3 Tatwe KPPU 2000.2005
{Jakarta; KPPLJ, 2006}, hal, 32.

*Sutan Remy Siahdeini, *Laiar Belukang, Sejarah, dan Tajwan UU Larangan Monopoli,”
Jurneal Hukm Bisnis Volume 19 (Mei-Juni 26421 8.

“Syamszzi Maarif, "Tantangan Fenegakan Hukum Persaingan Usaha D1 Indonesia,” Jurnaf
Hulgem Biswis Volwme 19 {Mei-Juni J002): 46,
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Tidak kurang dari 23 (dua puluh tiga) larangan substansif dinyatakan berlaku.’
Pada dasarnya larangan-larangan substansif tersebut terbagi dalam 3 (tiga}
kelompok vaitu: perjanjian vang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan
yang berkaitan denpan posisi dominan.

Menyusul  diberlakukannya persaingan vang lebih bebas, pembuat
kebijakan di Indonesia melabirkan berbapal kebijakan yang mengarah pada
restrukturisasi, deregulasi, keterbukaan pasar dan privatisasi kepemilikan negars
di berbagai bidang usaha, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara
(BUMN dan bahian jika perlu dilakukan juga suatu rasionalisasi dan revitalisasi,
schingpa dapat meningkatkan daya saing Indonesia di berbagal sektor yang
mengalami stagnasi.®

Rerkaitan dengan ketentuan formil, Undang-Undang Nomor 3 Tahon 1999
memperkenalkan prosedur penyelesaian perkara dengan jangka waktu yang jelas
dan telah diteniukan, demi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Prosedur
penyelesalan perkara dengan jangka waldu vang telah ditentuian tersebut secara
sederhana dikiasifikasikan dalam 3 (tiga) tahap, vaitu Pemenksaan Pendahuoluan,
Pemeriksaan Lanjutan, dan Sidang Majelis Komisi. Keseluruhan tahap ini dibatasi
wakiu sclambat-lambatnya 130 (seratus lima pulub} hari sejak faporan yang

diterima dinyatakan sebagai laporan vang layak.?

"Syamsul Maarif, ihid

*Christianto Wibisono dalam “Revitalisasi Birokrasi Dorong Daya Saing”, Biwmis
Indonesia (23 Mei 1996) yang menyatakan, bahwa “,...berdasarkan data WEF dan IMD daya saing
Indonesia dalam kurun waktu 1991-1993% tidak menunjukken perkembangan berarti....”. Dikotip
dari AM, Triangpraini, Larangas Prakiek Mongpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse
Higgal areu Rude of Regson {lskerte Program Pascasagpana Fakultss Hukum Universitas
indonesis, 2003), hal. 41,

*Pemuriksaan Pendahulvan dilakukan dalam jangka waktu selambai-lambatnya 30 {tigs
puinh} harl kerja selelah laporan yong diterima KPPU ditelapkan sebagai laporan yang fayek.
Selaniutoya KPPU aken melakukan Pemeriksaan Lanjulan apabila hasit Pemeriksasn Pendahuluan

Universitas Indonesia

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH Ul, 2008



Berkaitan dengan kelentuan kelembmgaan, Undang-Undang Nomor §
Tahun 1959 mengamanatkan dibeniuknya lembaga khusus yang mengawasi
pelaksanaan Undang-Undang ini sekaligus uniuk menginternalisasikan nilai-nilai
persaingan usaha di Indonesia. Lembaga dimaksud adalah Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU} yvang telah dibentuk dengen Keputusan Presiden
Nomeor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang secara
struktural terlepas dari Pemerintah. KPPU} secara resmi mulai menjalankan
tugasnya sejak diangkatnya 11 (sebelas) Anpgota Komisi pads tanggal 7 Juni
2000 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun
2000."

Sepanjang dari awal berdin pada tabun 2000 hingga tahun 2007, KPPU
telah memutuskan puluban perkara persaingan usaha, dimana dari selursh putusan
tersebut lebith dari 50% putusan menipakan kasus mengenai persekongkolan
tender.'’ Disamping perkara mengenai persekongkolan tender, terdapat perkara-
perkara yang berkaitan dengan pasar seperti fentang monopoli (Pasal 11},
perjanjian tertutup atau exclusive dealing (Pasal 15), penguasaan pasar (Pasal 19),

posisi dominan (Pasal 25}, dan tentang pemilikan saham (Pasal 27).

menunjukkan adanyva bukt awal vang cukup, dan Pemeriksaan Lanjutan dilakakan dalam jangka
wakéu selambat-lambataya 60 {enam puliuh) hari keria dan dapes diperpanjang selembat-lambainya
30 (tiga puluh) hari kerjy, Tehap akhir adaloh Sidang Maielis Komisi yang menghasilkan Putusan
vang haros disclesaikan dalam jengke waktu selambat-lembatnya 30 (Gga puleh) hen kerja
Indonesia, Undang-Undang Larangan Prokick Monopoli dan Fersaingan Usaha Tidak Sehat, LU
No. § Tahin 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN Mo, 3817, ps. 38-44 jo. XPPU, Feraturan Komist
tentany Taia Care Penanganan Perkara di KPPU, Perkom No. 1 Tabhun 2008, ps. 27-59.

PKeputusan Presiden Republik Indonesta Womor 162/M Tahun 2000 menganghat 11
{sebelas) Anggota Komisi untuk masa jabatan Tahun 20002008, vaity: Didik 1. Rachbini,
Tadjuddin Woersaid, Faisal Hasan Basri, Syamsul Maarif, Nabiel Makarim, Mohammad Ighal,
Pande Radja Silalshi, Soy Martoas Pardede, Bambang P, Adiwiyoto, dan Sutrisno Iwantono.

"KPPU, Periode Pengembangan Kelembagaon den Implemeniasi Awal: Laporan §
Tahun KPP 2000.20037, op. cit., hal. 32,
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Cirl khusus penerapan hukum persaingan adalah adarya 2 (dua)
pendekatan  yang diterapkan oleh otoritas persaingan dalam  menenikan
terjadinya pelanggaran, Pendekatan dimaksud dikenal dengan istilah per se i#Hegal
dan rule of regson. Secara sederhana per se ilfegal dapat dipahami sebagai
penentuan terjadinya pelanggaran dalam hukum persaingan tanpa melihat lebik
jauh adanya dampak terhadap persaingan, sedangkan rwle of recson dapat
dipahami sebagai penentuan terjadinya pelanggaran dalam hukum persaingan
dengan melihat dampak terhadap persaingan. Rule of reason akan selalu disertai
dengan analisis lebih mendalam mengenai dampak terhadap persaingan atas suatu
perilaku atau tindakan yang dilakokan oleh pelaku usaha, untuk menentukan suatu

perilaku atan tindakan tersebut reasonable atau wnreasonable.

Di dalam tesis ini penulis mencoba 3 (tiga) putusans KPPU yang menurat
penulis telah menggunakan pendekatan rule of reason, vaitu Putusan KPPU No.
08K PPU-L/2004, Putusan KPPU No. 02/KPPU.L/2005, dan Putusan XPPU No.
QV/KPPU-L72007.

Putusan pertama yailu Putusan Perkara Nomor 86/KPPU-1/2004 tentang
penyalahgunaan posisi domipan dalam pasar produk baterai. Perkara ini
melibatkan 2 {duz} pihak yaite PT Arta Boga Cemerlang sebagai pihak Terlapor
dan PT Panasonic Gobel Indonesia,

Pokok masalah di dalam kagus ini adalah adanya laporan kepada KPPU
bahwa pihak Terlapor telah melakukan prakiek bisnis tidak sehat dengan
melaksanakan program promosi produk bateral ABC berjudul “Program Geser
Kompetitor”. Program promosi ini mengikat toko-toko grosir/semi grosir di pasar

tradisional di wilayah Jawa dan Bali dengan pemberian potongan harga sebesar
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2% jika bersedia memajang produk baterai ABC dan 2% lagi jika bersedia untuk
tidak menjual bateral Panasonic selama periode Maret - Juni 2004, Berdasarkan
informasi yang diperoieh dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KPPU,
program promosi ini dileksanakan dengan tujuan untuk menghambat penjualan
produk baterai merek Panasonic sehingga telah merugikan pihak PT Panasonic

Gobel Indonesia.

Setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa dan
Majelis Komisi yang dibentuk oleh KPPU menemukan bukti adanya pelanggaran
terhadap Pasal 13 ayat (3) huruf b, Pasal 19 huref a dan b serta Pasal 25 ayat |
huruf a jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999, Selatn i Majelis
Komisi juga menemukan bukti adanya dampak negatif terhadap persaingan yang
ditimbulkan oieh perilaku atau tindakan “Program Geser Kompetitor”™ vang

dijalankan oleh PT Arta Boga Cemerlang,

Putusan kedua yaitu Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-172005 fentang
pelangparan syarat-syarat perdagangan oleh PT Carrefour Indonesia, Perkara ini
lebilh banyak menyoroti posisi PT Carrefour Indonesia dalam menjalankan
fungsinya sebagai refailer dan penerima pasokan yang memilikd daya tawar
sangat kuat.

Pokok masalah di dalam kasus ini adalah adanya laporan kepada KPPU
bahwa pihak Terlapor telah menetapkan syarat-syarat perdagangan yang
merugikan bagi para pemasok diantaranya pencrapan Histing fee yang cukup tinggt
dan prinus margis. Mengingat posisi tawar Terlapor yvang kuat, para pemasok
merasg penerapan syarat-gyarat perdagangan vang memberatkan dan merugikan

tersebut mau tidak mau hanus dipeauhi oleh pemasok.
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Setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa dan
Majelis Komisi yang dibentuk oleh KPP menemukan bukti adanya palanggaran
terhadap Pasal 19 hurul a dan b, serta Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terdapor PT Carrefour Indonesia. Selain i,
Maielis Komisi juga menemukan bukti adanya dampak negatif terhadap

petsaingan yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan PT Camrefour Indonesia

tersebut.

Putusan ketiga yaitw Putesan Perkerza Nemor (7/KPPU-L/2007 tentang
pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek. Perkara ini lebih banyak menyoroti
kepemilikan silang kelompok uszha Temasek dalam industri telekomunikasi di

Indonesia dan praktek monopeli yang dilakukan oleh PT Telkomsel.

Pokok masalah di dalam kasus ini adalah adanya laporan kepada KPPU
bahwa kelompeok usaha Temasck menjadi pemilik silang di PT Indosat dan PY
Telkomsel yang keduanya merupakan pelakn usaha yang hamsnya saling bersaing
di industri telckomunikasi di Indonesia, Akibat kepemilikan silang tersebut PT
Telkomse! dan PT Indosat menjadi penguasa pasar dan disinyalir keduanya hanya

melakukan persaingan semu.

Ssieiah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa
dan Majclis Komisi yang dibentuk oleh KPPU menemukan adanya bulcti
pelanggaran terbadap Pasal 17 Undang-iindang Nomor 3 Tahun 1999 yang
dilakukan oleh PT Telkomsel dan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek. Selain ity,

Majelis Komisi juga menemukan bukti adanya dampak pegatif terbadap
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persaingan yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan PT Telkomsel dan

kelompok usaha Temasek tersebut,

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut
sebagai bahan penulisan fesis dengan judul *Pembuktian Pelanggaran Undang-
Undang Nomor § Tahun 1999 Berdasarkan Pendekatan Rule of Reason
{Studi Terbadap Putusan KPPU Nomor §&KPPU-L/2004, Putusan Nomor

02/KPPU-L/2003 dan Putusan Nomor §7/KPPU-L/2007)",

B. Perumusan Permasalahan

Bertolak dari uraian mengenai latar belekang penulisan di atas, penulis

merurnuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pendekatan yule of reeson perlu dilakukan dalam penyelesaian

perkara persaingan usaha?

2. Bagaimana pendekatan ride of reason diatas dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999?

3. Hal-hal apa saja yang menjedi pertimbangan KPPU dalam mermmtuskan

pelangparan Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1999 secara rede of reason?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai
penerapan pendekatan rule of regsen dalam proses penyelesaian perkara

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPUL
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlunya pendekatan rule of reason dalam penyelesaian

perkara persaingan usaha.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan rule of reason diatas dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

3. Untuk mengetshui bal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan KPPU dalam
memutuskan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rufe

of reason.

D. Kerangka Konsep

Iklim persaingan yang sehat merupakan conditio sine qua non {syarat
mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar.”” Model persaingan telah diakui
sebagal alternatif unggul bagi pembangunan ekonomi.”® Hukum persaingan dalam
rangka mendukung sistem ekonomi pasar diciptakan agar persaingan antar pelaku
usaha tetap hidup, persainpgan antar pelaku vsaha dilakukan secara sehat, dan

konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.'*

"Norman §. Pakpahan, Pokok-pokok Pikiran tentong Midum Persaingan Usoha,
{Jakarts: ELIPS, 1984}, hal, 2. Lihat pla Abdul Hakim . Nosantara dan 8enny K. Harman,
Analise dan Perbandingon Undang-undang Anti Monopoli, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
1999), hal. 2.

BLuis Tineo dan Maria Coppola Bd., Kebijakan Mengenai Persaingan dan Pertumbulicn
Ehonomi Indonesia: Laporan Tentang Muasaloh-musalah dan Pilibanepiliban, (World Bank,
2001), hal. 2.

YoMembudayakan Persaingan Sehat,” Jurral Hukwn Bisnis Vohune 19 (Mei ~ funi
2002 4.
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Persaingan perlu dijaga cksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik bagi
masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan.'’ Adanya persaingan
menmumngkinkan tersebarnya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan
berusaha menjadi terbuka lebih lebar yang memberi peluang bagi pengembangan
dan peningkatan kewiraswastaan (enfreprenzurship) yang akan menjadi modal
ntama bagi kegiatan pembangunan ckonomi bangsa,'® Berdasarkan pemikiran
terscbut, dapat dikatzkan bahwa persaingan merpakan suatu situasi yang
diperhukan bagi tercapainya efisiensi.’’

Suatu pasar apabiia berlangsung dalam “perfect competition” sebetulnya
tidak ada magalah dalam arti tidak ada yang direpikan, babken yang tefjadi adalah
produsen akan mempercleh keuntungan yang memadai, dan dipihak konsumen
akan memperoleh barang/iase vang semakin beriaalitas dan bhargs vang semakin
murah'®, Persoalannya, pasar ideal tidak pemah berlangsung dalam kenyataan,
karena pasar bebas (free markel) faktanya berlangsung secara imperfect

competition, seperti oligopoly, (pure) monopoly, dan monopolistic compezizian.m

¥parsaingan akan mendorong setiap perusahman untuk melakukan kegiatan usahanya
seefisicn munghkin agar dapat meniusl barang-barang danfatay jusagasanya dengan sérendah-
rendahnya. Apabila setiap perusahsan berlomba-lombsz enipk menjadi seefiisien mungkin agar
memungkinkan mereka gapal meniual borang-barang dan/stau jasa-asanya semurah-murahnya
dalam ranziks berssing dengsn perusshaan-perusabaan lain yang menjadi pesaingnya, maka
keadasn ity akan memungkinkan setiap kensumen membelt barang yang paling murah yang
ditawarkan i pasar bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagl tersebut skan menciptakan
pula efisiensi bag! masyarakat konssmen. Sutan Remy Sjahdeini, op.ciz, hal, 8.

"*Norman 5. Pakpahan, up.ciz., hat, 2.

“Suatu perubahan dalam ekonami adalab efisien secara ekonomis jika kesntungan pada
mergka yang untung melebihl kerugian pads mereka yang rugi karens perubahan ekonemi, jadi
pada prinsiprya yang mendapst keuntungan dapat memberi Kompensasi kepada yang rugi,
sehingea somua pibak akas lebih baik. The Fromoting Deregulation and Competition Project,
Dasar-dasar Mikrogkonomi Terhadup kebijakon dun Undang-undeny Persaingon Usaha
Indoneyia, (Astan Development Bask, Jakarts, 20013, bal. 3.

BAA, Tarr, “Consumer Protection Legislation and the Market Placs™ dalam Hukum
Perlindungon Konsumien I, od. inesentivs Samsul, (Jakawta: Falastas Hukum U, Program
Pascasarjana, 25603}, hal, 28.

Yibid.
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Bertitik tolak dari pandangan bahwa dalam pasar bebas {free markes)

cenderung vang terjadi adalab imperfect competition, maka otoritas publik

{undang-undang) diperivkan mengintervensi pasar, karena:

apabila penerapan perdturan itu dilakukan dengan batk maka akan bermanfaat
bagi produsen dan konsumen,

pertimbangan pemerintah tidak semata-mata ekonomis, tapi ada pertimbangan
kepentingan umum;

sistemn pasar sering gagal mengantisipast sociai-cost;

pengaturan memberi kevakinan kepada konsumen mengenai informasi yang

akurat dan tidak menipy.®

Persaingan usahe merupakan hal yang baik bagi masyarakat dalam banyak

hal, antars Jain:'

s}

. persaingan mendorong produsen dan distibutor menurunkan biaya;

persaingan mendorong produsen untuk menciptakan variasi produk yang akan

menarik bagi para pembeli;

. persaingan mendorong pemaseck untuk mengembangkan barang dan jasa bary;

persaingan mendorong pemasok untuk memberikan layapan yang lehih baik

kepada konsumen.

Persaingan usaha dapat dibedakan atas persaingan sehat {fair competition)

dan persaingan tidak sehat (unfair competition).”® Persaingan tidek schat pada

akhirnya dapat mematikan persaingan, vang kemudian memunculkan monopoli.

Monopoli adalah pasar tanpa persaingan.

P1bid, hal. 30.
Nhe Promoting Deregdation and Compelition Project, op.cit, hal. 1.
*pdembudayakan Persaingan Schat,” loe it
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Untuk  memandu  teradinya  persaingan  vang  sehat  sehingga
memungkinkan terselenpgaranys  ekomomi pasar sebagaimana  mestinya,
dipertukan perangkat hukum porsaingsn sebagal aturan main yang diaca oleh
semua pelaku kegiatan ekoniomi.” Disinilah arti penting dibuainya suatu Undang-
undang Anti Monopoli sebagai suatu perangkat hukum untuk memandu terjadinya
persaingan sehat bagi tercapainya efisiensi. Terdapat dua efisiensi vang ingin
dicapai oleh Undang-undang Anti Monopoli, yaitu ¢fisiensi bagi produsen dan

bagi masyarakat atau productive efficiency dan aflocative efficiercy.”

Kebijakan persaingan dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan,
yaitnn: pendekatan struktural dan astau pendekatan tingksh laku {behavioral).
Pendekatan struktural dihubungkan terutama dengan merger dan monopoli atau
posisi domingn danl perusahaan, sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungken
dengan tingkah laku bisnis seperti: penetapan harga (price fixing) dan perjanjian-
perjanjian kolusi “vertical restraints™ dan “abuse of dominant market position®.®

Dalam pencrapan hukum persaingan, ada kekhasan fertenty yang tidak
dikenal dalam bidang hukum lainnya. Kekhasan tertentu terletak pada penentuan
terjadinya suatu tindakan yang dianggap sebagal pelanggaran. Dalam hukum

persaingan, penentuan terjadmya suatu tindakan dibedakan antars per se filegal

“Norman §. Pakpahan, op.oir, hal. 3.

“vang dimaksud denpan produciive efficiency ialah sfisiensi bagl perusaioan dalam
menghasitkan barang-barang den jasa-jasa.  Perusshaan  dikatakan efisien apabiles dalam
menphasiliken barang-barang dan jase-jssa perusahinan tersebut dilakukan dengan biaya serendab-
rendahnya karena dapat meaggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Yaog dimsksudkan
dengan efocative efficiency adalah efisiensi bag! masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat
kensumen efisien apabile para produsca dapat membual barang-barang vang dibuluhken olch
kensumen dan menjuaiuys pada haraga yasg para konsumen By bersedis unfuk membayar harga
barang yang dibutuhkan itu. Suian Remy Sjabdeini, op.cit, bal, 2.

“Erman Rajagukguk, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
Perjaniian yang Dilarang,” {(makalah disampaikan pada Semivar UU Amti Monopoli, Jakarta, 25-
26 Jul 2001), hal, Z.
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dan ride of reason. Menurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud dengan per se
ilegal adalah penentuan teriadinya suatu tindakan melalui tes yang sederhana

{bright-tine tests). Per se menurut Black’s Law Dictionary adalah:®®

O, in, or by éself, standing alone, without reference io additiond facts, as
a mafter of law.

Dalam mengpunakan penilaian sccara per se legal, atinya suatu
perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika
perbuatan jtu telah memenuhi remusan dan undang-undang tanpa ada alasan
pembenar.”” Hal tersebut senada dengan aps yang disampaikan oleh A. Junaidi
Masjhud,® per se rule melarang suaty perbuatan tanpa mempertimbangkan
dampak yang terjadi. Dalam hukum persaingan, perbuatan semacam inl dikenal
dengan istilah perbuatan per se ilfegal karena dilarang as iy dan bersifat illegal
sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau
yuridis.

Pengertian rule of reason adalah suatu pendekatan hukum vang dilakukan
oleh badan penpgawas pelaksanaan undang-undang  persaingan atau oleh
pengadilan untuk mengevaluasi apakah svatu prakiek pembatasan  bisnis
membawa akibat yang melahirkan anti persaingan, kemudian memutuskan apakah

praktek pembatasan bisnis tersebut dilarang.® Hikmahanto Juwana memberikan

®Bryen A. Garner, Black's Law Dictionary, seventl; edition, (8, Paul Minnesota: West
Publishing, 15993, hal, 1162,

Rivta Ras Ginting, op.cit, hal, 28,

B4, Junaidi Masihud, “Pembuktian Per se rule dalam UU Anti Monopoli,” Hukum
Onfine £dizi 3¢ (luni 2003,

PErman Radjagukguk, "Mencermati Undang-Undang Mengenai Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Darl Perspektif Hukum,” {makalah disampaikan
pads Seminar LU Antt Monopoly, Jakarta, 25-26 Juli 2001}, hal. 3.
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definisi ride of reason adalah penenmtuan terjadinya suatu tindakan dengan

menggunakan tes yang lebih rumit (edtifictored reasonableness tests)™

Selanjutnya untuk menghindari salah pengertian dalam pembahasan
mengenal putusan-putusan KPPU yang akan dibahas dalam tesis ini, penulis akan
menjabarkan definisi-definisi operasional yang digunakan, antara Jain :

1. Barang adalah setiap benda, baik berwyud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagengkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”!

2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atan prestasi yang

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan ofeh konsumen atan

pelaku usaha,*

3. Konsumen adalah setiap pemakat dan atau pengguna barang dan atau jasa jasa
baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.*

4. Pelaku ussha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik vang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didinkan dan
berkedudukan atan melakukan kegiatan dalam  wilayah hukum MNegara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menvelenggarakan berbagai kegiatan useha dalam bidang ekonomi.™

®Hikmahanto Juwana, “Merier, Komsolidasi dan Akuisisi dalam Perspekiif Hukum
Persaingan dan UU No, 571899, (mukalah disampaikan pada Program Pelatihan Persaingan Usaha
untuk staf sekretariat KPPU, Jakaria, 23 Oktober 2861}, hal, 5.

Mndonesia, Undang-Undang Larangan Praktck Monopol] dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, op.cit, ps. i butir 16

Ribid,, ps. | butir 17,
Pibid., ps. t butir 13

MKPPU, Poraturan Komisi teriang Tota Cara Perangonan Perkara df KPPU, ap.eit,, ps.
1 butir 8.
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. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada Komisi
rmengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-

Undang Nomor § Tahun 1999

. Terlapor adalah pelaku uszha dan atau pihak lain vang diduga melakukan

pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1699.3

. Pelanggaran adalah perjaniian dan atau kegiatan dan atau penyalohgunaan
posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
aiau persaingan usaha tidak sehat ™’

. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPPU untuk menangani
perkara dugaan pelangearan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19%9 selama

proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan,
. Majelis Komisi adalah majelis yang dibentuk oleh KPPU untuk memutuskan

perkara dugaan pelanggeran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1859 setelah

proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan selesa.

16, Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Tim Pemeriksa Pendabuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk

menyimpulkan pertu atan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.”

11. Pemeriksaan Lanjutan adalab serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim

Pemeriksa Lanjutan terhadap adanya dogasn pelanggaran  untuk

menyimpuikan ada atau tidaknya bukti pelanggaran.®®

B1bid,, ps. 1 busir 10,
®15id., ps. | bulir 25.
ibid, ps. | butir 9,

*1bid, ps. 1 butir 14.
15id, ps. | butir 15.
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12. Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegistan yang dilakukan oleh
Majelis Komisi untuk menilai ada atau tidaknya bukti pelanggaran guna
menyimpulkan dan  memutuskan  telah  terjadi ataw  tidak  terjadinya
pelanggaran  serta  penjatuhan  sanksi berupa tindakan  administeatif

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.%

13. Alat bukti adalah alat bukti pemeriksaan KPPU yang berupa: keterangan saksi,

keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan pelaku uszha,”!

K., Metode Penelitian

1. Metode Penclitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif’ vaitu
penelitian hulowm yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atan norma-
notma hukum yang terdapat dalam peraturan perusdang-undangan.’’ Menurut
Seetandyo Wigniosoebroto, metode penelitian dikatakan normatif karena khusus
untuk meneliti hukum sebagal norma positif as it is written in the books®
Selanjutnya Soetandys juga menyebut metode penclitian normatif sebagai metode

penelitian doktrinal.*?

“Ibid, ps. 1 butir 24,

indenesia, Undang-Lindang Larangern Prekick Monopoli dan Persaingan Usake Tidak
Sehat, pp.oif., ps. 42,

“Sudikne Mertokusumo, Penemuan Hukwn Suets Pengantor, cet. 11, (Yogyakarts:
Liberty, 2001), hal, 29,

PSoetandyo Wignjosoehroto, Hukum. Paradigme, Melode don Dinamika Mazalatmya:
74 Tahun Prof. Soctandyo Wignjosecbrodo (hakana: Blsam, 2002), hal. 146-147%.

Hpenelitian hukum dokirinal adajeh penelitian-penelition atas hukum yang dikonsepkan
dan diftembangkan atas dassr dekirin yangy diasut gang penghonsep danfatan pengernbangays, Di
Indencsia metode dokirinal lazim dikensl scbagal metode penelitian huiasn vang nomatif, unmk
melawankan dengan  metode  popclitian yang  diketakan  terbilang  empisis.  Sostandyo
Wigniesoebroto, fbid, hul, 147-148,
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Penclitian ini bersifat preskriplil yakai penelitian yang ditgjukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus ditakukan untuk mengatasi
masalah-masalab tertentu.” Penelitian ini mengacu kepada peratuean perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasaiahan serta penelitian terhadap bahan
pustaka atau data sckunder berkenaan dengan pokek permasalahan yang akan
dibahas. Penelifian ini terutama akan mengaitkan peraturan perundang-undangan
di bidang antimonopali terutama yang terkait dengan rufe of reason den Putusan
KPPU No. 06/KPPU-L/2004, Putusan KPPU Ne. 02/KPPU-L/2005 dan Putusen

KFPU No. 0K PPU-LAZ007.
2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.” Data
sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.*’ Data sekunder
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer yaity bahan-bahan hukurn yang mengikat, seperti (2)
norma (dasar), (b} peraturan desar, (¢} peraturan perundang-undangan, (d) bahan
hukum vang tidak dikodifikasikan, {¢} yurisprudensi, {f} waktat, dan (g) behan

hukum dari jaman penjajahan yang hingga Kini masih berfaku.*® Bahan hukum

“8nerjono Sockanto, Peagantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2008),
hallg

*Istilah ini menuryt Socrjonc Scelanic dan Sri Mamudii adaloh date penelitian yang
diperoleh dari baban-bahap pustaka. Socrjome Sockanto & Sri Mamudii, Penslitian Hukum
Normatif Suetn Tinjowan Singkat, cet. 8, {Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2001), hal, 12.

“Menurut Soerione Sockanto, cici-ciri umum dari dawa sekunder antara lain (i) pada
urmuranys dala sekunder datam keadaan siap terbuat dan dapes digerpunakan dengan segers; (ii)
baik bentuk maupun isi dats sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahuly,
sehingga peneliti kemudian, tidsk mempunyal pengewasan terhadap pengumpulan, pengolaban,
analisa maupun konstruksi data; dan (1) tidak terbatas oleh wakin maupun tempat. Lihat Soerjono
Soskante, ap. oif, hal 12,

Braid | hal. 52,
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sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengena bahan hukum
primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum dan seterusaya.*® Bahan hukum sekunder bernilai penting juga
untuk mengembangkan hukum dan itme hukum® Sedangkan bahan hukum
tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelagan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder,”’

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melaloi penclitian  kepustakaan
(fibrary research), yeitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang
berhubungan dengan topik yang dibabas berupa peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, buku-buku, media internct, majaiah dan sumber-sumber

lainnya, yang terkait dengan penelitian inj.

F. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiel dari lima bab, tiap bab ferdin dari beberapa sub-bab
sebagai berikut :

1. BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belskang masalah penelitian
ini serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab

ini juga diuraikan mengenai tujuan penelitian beserta keterangan mengenal

“Soetjono Seekanto & Sri Mamudji, op ci, hal. 13.

®pandangan ini divtarakan oleb Soctandye Wignjosoebroto, Bahan hukum sekunder ini
urmmvinya tecdirt atas karya-Karya shademis, mulai dari deskriptif sampai yang berupa komentar-
komenzar penuh kritik vang memperkaya pengelahuan orang tentang hukum positif yang beriaia
{ing vonstitungn) danfatas yang scharusnys berlake (v consifuendum). Dalam meknanya yang
formii, behen-bahan hukum vang sekunder int memang bukan hukum yang berlaku akan iatapi,
dalem maknanya vang materiil, bahap-bahan hekem sekunder itu memang baban-bshan vang
berguna sekali unitok meningkatkan muts hulum positif vasg berlaku. Sootandye Wignjosoebrets,
op. cit., hal, 1585,

Hgoerjono Sockants & Sei Mamudji, foe cit.
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islilak-istitah yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir, bab ini membahas
mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian inf beserta
ringkasan isi dari masing-masing bab.

. BAB II merupakan landasan teori yang akan membahas mengenai pengertian
atau tinjauan umum tentang pendekatan per se iflegal dan rule of reason.

. BAB III merupakan uratan mengenal rufe of reason dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1994,

. BAB IV merupakan pembahasan yang akan menyajikan rangkuman dan
analisisnya atas Putugsan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-L/2004, Putusan
Nomor 02/KPPU-L/2005, dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 terkait
dengan penerapan rule of reason.

- BAB V merupakan Penutup dari seluruh penubisan ini, dimana bab ind berisi
kesimpulan dan saran vang merupakan jawaban-jawaban terhadap rumusan

masalah yang terdapat dalam Bab I begerta saran yang disampaikan olch

penulis.
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BAB 11

PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON

A. Pengertian Per Se llegal dan Rule of Reason

Prinsip utama dalam hukum perszingan berpijak pada teori ekonomi suatu
ndustri vang berbasis pada 2 (dua) model sederhana perilaku pasar, yaitu model
persaingan sempuma (the perfecily competitive modely dan model monopoli
sempurna {#he pure monopoly model}. Perszingan sempurna dan monopol murai
adalah dua kutub yang berlawanan. Dalam persaingan sempurna, perusehaan akan
bertindak sebagal price faker, sehingga mereka tidak akan dapat menentukannva
sccara sepihak, karena banyaknya pilihan dan kemudahan berpindah ke produk
perusahaan fam, Sebaliknya, dalamm monopoli mumi suate perusshaan aken
bertindak sebagai price mgker, sehingga mereka dengan mudah dapat menentukan

harga produk mercka, >

Pan segt makroekopomi, persaingan vang sehat akan menghindarkan
masyarakat terhadap adanya bobot hilang (deadweighf loyy) yang umummnya
disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa diprakickkan oleh
peruszhaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetap finggl dalam pasar
persaingan sempurna {perfect competition), Dengan demikian, persaingan vang

schat akan mengarah pada penggunaan berbagai sumber daya ekonomi secara

Lynne Pepall, Daniel J, Richerds, and George Norman, Indusirial Organization:
Contemporary Theory and Practive, 2 ed., {South Western, 20023, kal. 3-11.
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efisien schinppa  bermanfaal juga wntuk  memaksimumkan  keseishteraan

konsurnen (consumer ll’ﬁ{fﬂ!'i’).ﬁ

Dalam penerapan hukum persaingan, ada kekhasan feptentu yang tidak
dikenal dalam bidang hukum lainnya. Kekhasan terientu terletak pada penentuan
terjadinya suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam hukum
persaingan, penentuan tegjadinya suatu tindakan dibedakan antara per se ilegol
dan rafe of reason. Menurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud dengan per se
iflegal adalah penentuan terjadinya svatu tindakan melalui tes yang sederhana
(bright-line tests), sedangkan rule of reason adalah penentuan tedadinys suatu
tindskan dengan menggunakan tes vang lebih rumit (mudtifactored reasorableness

tests) M

Dalam menggunakan pentlaian secara per se Hegal, artinya suatu
perbuatan 1tu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika
perbuatant itu telah memenuld rumusan dari undang-undang tanpa ada alasan
pembenar,®® Hal terssbut senada dengan apa yang disampaikan oleh A. Junaidi
Masihud,”® per se rule melarang suatu perbuatan tanps mempertimbangkan
dampak yang terjadi. Dalam bekum persaingan, perbuatan semacam ini dikenal
dengan istilah perbuatan per se illegal karena dilarang as is dan bersifat illegal
sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau

yuridis.

lohnny Torahim, Mooy Persaingan  Ussha  Filosofi, Teori, dan  Implikasi
Penerapannya di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 200683, hal, 103-104,

Bestlomahanto Juwans, foe. cif
*Elyta Ras Ginting, op. cit, hal. 28,
4, Junaidi Masihud, foc. eif,
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Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai per se Hlegal akan
dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit, Jenis perilaku yang ditetapkan
secara per se iliegal hanya skan dilaksanaken setelah pengadilan meomiiki
pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku
tergebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu fidak pemah
membawa manfaat sosial. Pendekatan per se iHlegal ditinjav dart sudut proses
administratif sdalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan
pengadilan untuk menolak melakokan penyelidikan secara rinci, yang biasanya
memeriokan wakty [ama dan biaya yang mahal gupa mencari fakta di pasar yang

bersangkutan.®’

Arie Siswanto yang mengutip pendapat Kissane & Benerofe menyatakan
bahwa ada kategori tindakan yang oleh pengadilan dianggap nyata-nyata bersifat
anfipersaingan sehingge terhadap fakta-fakte di sckitar tindakan itu tidak lagi
terlalu penting untuk menentukan bahwa tindskan tersebut melsnggar hukum.
Dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan tertentn yang
jelas-ielas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dengan serta merta dapat
ditentukan sebagai tindakan yang ilegal. Hanya dengan membuktikan bshwa
tindakan tersebut telah dilakukan dan tanpa melakukan analisis lebih janh
terhadap alasan-alasan vang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan

itu, pengadilan menentukan tindakan yang dilakukan itu bersifat ilegal.’

4.0, Tri Angeraini, ap, cit,, hal, 92,

e it folls info o class of acts that courts have determined are so obviously
anfivompetitive that Hitlle or no analysis of the porticular facts of the case af hand are necessary to
ride the acf lepal, ” Arie Biswanto, Hukin Persafngan Usaha, celakan pertama, {Jakarta) Ghalia
Indonesia, 2002), hal. 85,
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Mendasarkan pada uralan di atas, Arie Siswanio menyatakan bahwa
pendekatan per se illegal mirip dengan konsep delik formal di hukum pidana. Di
dalam hukum pidana, delik formal dianggap terjadi sekedar apabila unsur-unsur
tindak pidana vang dyvang dicantumkan di dalam undang-undang telah terpenuhi,

tanpa melihat akibat tindakan yang ditakukan.®

Lebih lanjut A M. Tri Anggraini menyatakan bahwa pendekatan per se
ilegal harus memenubi 2 (dua) syarat, yakni periwma, harus ditujukan lebih
kepada “perilaku bisnis” daripada situast pasar, karena keputusan melawan hukum
dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan
hal-hal yang melingkupinya, Hal ini adalah adil, jika perbuatan ilegal tersebut
merupakan “tindakan senpaja” oleh perusahaan, yang scharusaya dapat ditundard.
Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau
batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindaken
dari pelake usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus ditentukan
dengan mudah, Meskipun demikian diakul, bahwa terdapat pertlakn yang tedetak
dalam bates-batas yang tidsk jelas antara perilaku terlarang dan perilaku vang
sah %

Carl Kaysen dan Donald F. Turner menvatakan bahwa per se illegal dapat

diterapkan bila memenuhi salah satu syarat berikuf ini:

1. tindakan tersebut hanya mengurangi persaingan dan selalu mengurangi

persaingan tanpa ada alasan pembenar lainnya.

¥ Arie Siswanto, ibid., hal, 66,
®AM. Tri Anggraini, op. off, hal. 92.53,
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2. tindakan tersebut kadang berbahava, kadang tidak, teiapi tidak pernah
memberikan kontribusi positil’ terhadap kinerja pasar, dalam hal ini tidak

memberikan dampak yang menguntungkan atau bermanfaat,

3. tindakan tersetut kadang berbahaya, kadang tidak, kadang bermanfaat, namun
jumiahnya tidak memberikan manfaat bagi bekerianya pasar, atau kedua aspek
vang berbahaya dan bermanfaat tersebut tetap membahayakan secara

keseluruhan bagi bekerjanya pasar. ©

Berbeda halnya dengan per se iflegal, penggunaan pendekatan ride of
regsorn memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretast techadap undang-
undang, Dalam hal ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat umpamanya, telah
menetapkan suatu standar rwle of reasor yang memungkinkan pengadilan
mempertimbangkan fakior-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya
suatu hambatan perdaganpgan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan
tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atan bahkan mengganggu proses
persaingan.®

Dalam wikipedia, rule of reason dideskyipsikan sebagai sebuah dokirin

yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam menafsitkan

84213 The comdenmad practive is always harmful, whotever the circimnstonzes pf #s tse.
In our context, thiz means that the practice can serve only 1o lessen compatitivon, that it gheays
doex fessen competition, and that Jt has no other justiffcations. (2} The proctice Is sometimes
harmful and sometimey newtral, bt never contributes positively to the working of the morket, A
practics may be harmful when it achieves ity intended effects and nautral if it fails; in either event
it haz no bengficiale affects which caomwi by achieved withowt the pravtive {3) The pracitics is
sometimes harmfid, sometines newtrdd, and sometimes beneficial, but the oggregate of harm in
sifvations in which it mokes a bengficial comiribution o the working of the market. Or
alternatively, there are both harnifil and bengficial aspeets of the practice in a particular situgtion
and these vary from situation {o sitwation; by in the aggregate of all situations, harm for
cutweight benefil. The difference hetween aggregate harns and aggregate benglit rrust be 50 groat
that the cost of distingnishing harotfil ard beneficiad zituations by an exaemination of the relevant
circumstances is nof worth fewrring. Carl Kaysen dan Donald F. Tomer, Antitrusr Policy: An
Heonomiv and Legal Analysis, (Cambridge: Harvard University Press, 19713}, hal. 143,

24 M. Tri Anggrain, op. cit., hal. 9495,
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The Sherman Act.” Rule of reason Juga dapat dipahami sebagai pendekatan tidak
terbatas yang sifainya ebih pragmatis yvang dibangun berdasarkan asumsi bahwa
konsentrast penjualan dengan tingkat yang tinggi dan adanya perjaniian tertentu
antara beberapa perusahaan yanp biasanya dapat menghasilkan peningkatan
efisiensi ekonomi. Unsur penting dalam pendekatan ini adalah bahwa seliap
situasi dipertimbanglan manfaat ¢konomis dan kebaikannya daripada secara

otomatis mengadakan larangan ®

Rule of reason secara substangi dapat dipahami sebagai suatu pendekatan
vang dilakukan oleh otoritas perssingan usaha untuk menentukan suatu tindakan
yang dignggap melanggar dengan mempertimbangkan dampak atau akibat
terhadap persaingaa. Erman Radjagukguk mendefinisikan rule of reason sebagai
suaty pendekatan hukum yang dilakukan oleh badan pengawas pelaksanaan
undang-undang persaingan atau oleh pengadilan untuk mengevaluasi apakah suatu
prakiek pembatasan bisnis membawa akibat vang melahitkan anti persaingan,

kemudian memutuskan apakah praktek pembatasan bisnis tersebut dilarang®

R.S. Khemani and D.M. Shapiro dalam Glossary of Industrial
Organisation Economics and Cowmpetition Law yang diterjemabkan oleh
Bambang P. Adiwivoto menyatakan bahwa ruwde gf reason adalah suatu
pendekatan hukam yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha atau pengadilan

dimana suaty upays vang dilakukan unluk mengkaji aspek-aspek vang pro

SThe rule of reason is a doeine developed by the United States Suprems Cowrt in itz
imterpretation af the Sherman Antitrust Act. The rule, sitated and applied i the case of Standard
04 Co. uf New Jersey v, United States, 221 U8 1 (1911}, i that only combinutions and contracts
unreasonably restraining irade are subject to actions wnder the anti-trust laws und that zize and
possession of menopoly power are nol illegad. “Rule of Reason,” <huplen wikipedia orafwikif
RBule of reseon> diskses tanggal 22 April 2008,

Hohnny Frahim, ap. cit, bal 101,

“Crman Radjaguksuk, “Mencermati Undang-Undang Mengenai Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usabs Tidak Sehat Dari Perspektif Hukum,” op. eir, hal, 3.
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terhadap persaingan sualu pembawnsan prakiek bisnis terhadap dampak anti
persaingan dalam upays untuk menenivkan apakah prakiek tersebut dilarang,
Beberapa pembatasan pasar yang sccara primg focie meningkatkan wacana
persaingan pada pemeriksaan lanjut, ditemukan memiliki efisiensi yang berlaku
dan memingkatkan manfaat. Misalnya, seatu pabrik dapat membatasi pasokan
suaty produk di pasar wilayah yang berbeda hanya kepada pengecer yang ada
schingga mereka memperoleh keuntungan yang tinggi dan mempunyai insentif
untuk mengikiankan produkaya dan menyediakan pelayanan yang lebih baik
kepada konsumen. Kegiatan ini dapat berdampak pada meningkatnya permintaan
barang hasil pabrik lebih besar daripada meningkatnya permintaan barang pada

harg yang iebih rendah.®

Menurut Arie Siswanto, pendekatan rufe of reason diterapkan terhadap
tindakan-tindakan yang tidak bisa secaras mudah dilihat ilegalitasnya tanpa
menganalisis akibat tindakan Hu techadap kondisi persaingan. Jadi, jika dalam rule
of reason pengadilan disyaratkan uniuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti
latar belakang dilakukanova tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan i, serta
posisi si pelaku tindakan dalam indusiri tertentu, Setelah mempertimbangkan
fakior-fakior tersebut, barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat

ilegal atau tidalk.¥’

Pendekatan rule of reasor diporgunakan untuk mengakomodasi tindakan-
tindakan yang berada dalam grey area antara legalitas dan ilegalitas. Depgan

analisis rule of reason, tindakan-tindakan yang berada dalam grey areq namuon

“R.8. Khemani dan DM, Saplirte, Glossary of Industrial Orgarization Economic and
Competition Law, Reprinted Vevsion, diterjemankan eleh Bambang P, Adiwiyole, hal, 66,

¥ Arie Siswante, op. ¢, bal, 66.

Universitag Indonesia

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH Ul, 2008



27

ternyata berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk
diperbolehkan, Pendekatan ridle of reason inl seakan-akan lantas menjadi jaminan
bagi para pelaku usaha untuk sceara leluasa mengambil langkah bisnis yang

mereka kehendaki, sepanjang langkah itu reasonable.®

Rule of reasor merupakan standar vang membolelikan pengadilan untuk
menilai ketidakielasan atau tingkatan-tingkatan dari pengaruh persaingan. Dalam
menerapkan suatu standard of reason untuk menilai suatu kesepakatan terlarang
dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan, dapat dikaji antara lain melalai
tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter (misalnya kekuatan) dari para pihak,
dan gkibat penting yang ditimbuikan dars perbuatan tersebut. Meskipun pada
akhimya Mahkamah Agung Amerika Serikat menggunakan pendekatan rule of
reason yang fleksibel, veng menentukan bahwa suatu wndang-undang hanya
menghukum perilake yang wnreasonsble, namun belum terdapat standar yang

jelas untuk menilai hal ini*

Penerapan rule of reasor merupakan pilihan yang tepat dalam mslakukan
penvelidikan, Analisis diperlukan untuk mepentukan prakiek tertentn yang
menghambat  atau mendorong persaingan, atau apabila terdapat tendensi
keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah yang pengaruhnya paling
menguntungkan {(efisien) bagi masyarakat fuas.™

Dalam pendekatan rwvle of reason guna menentukan pasar Secara

struktural, maka tugas pertama dan paling mendasar dalam analisis persaingan

“Arie Siswanto, /bid, hal. 67.
“AM. Tri Anggraini, op. cit, hal. 104-105,
*4.M. Tri Anggraini, ibid, hal. 105,
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adalah menetapkan definisi pasar,”' Dalam Black’s Law Dictionary, relevant
market didefinisikan scbagal “wmarke! thai is capable of being monopolized, that
is, @ market in which a firm con raise prices ahove the competitive level without

Josing so many sales that the price increase would be ynprofitable.”

Tittk awal sectiap bentuk analisls persaingan adalah definisi pasar
bersanglanan {relevant market). Definisi pasar memperhatikan pertimbangan
permintaan dan penawaran. Pada sigi permintaan, produk harus dapat disubstitusi
dari pandangan pembeli. Pada sisi penawaran, hares disertakan penjual yang
menghasilkan atau dengan mudah menukar produksi ke produk terkait atan
penggantt vang mirip. Pada umumnya definisi pasar termasuk penjual nyata dan
potensial, yaitu perusahaan yang dengan cepat dapat merubah proses produksinya
untuk memasok produk pengganti apabila harganya terjamin.”’  Semua
perhifungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat
perilaku apapun tergantung pada ukuran dan bentuk pasar bersangkutan.”®

Patrick Massey menyatakan bahwa definist pasar telah lama menjadi isu

yang kontroversial dalam kasus-kasus persaingan dan merjer. Di akhir abad ke-20

M market definition Is the process of identifving those sellers who are ins the position fo

keep their price down, expand thelr ewtpid, and srrivtain thelr quelity of their producis so as lo
prevent the defendant Jrom successfully raising  its price, lowering iy owiput, or reducing the
guality of their product..” Siephen F. Ross, Principles of Antitrust Law, {Westbury New York:
The Foundation Press, Ine. 1993), hal, 44,

PBryan A. Garner, Black s £aw Divtionary, op. cit,, hal, 983984,

"R.8, Khemani dan D.M. Saphire, op. ¢if., hal. 4546,

Hu g relevant markel, then, is a narrawest market which is wide enough so that
products from adiacent areas or form other producters in the seme grea cannol compeis on
substanstiol parity with those incleded in the morket .7 Lawrence Anthony Sullivan, Antimrase,
{51, Paul Minnesota: Wast Publlishing, Co., 1977, hal. 41.
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para ekonomi telah mengembangkan suatu metode baru dalam mendefinisikan

pasar dengan serangkaian analisis terhadap fakia permintaan,”

Sebuah pasar memiliki 2 (dua) komponen utama, yakni kemponen produk
dan jangkauvan peografis. Pasar produk menguraikan barang atau jasa vang
diperjualbelikan, sedangkan pasar geografis menguraikan lokasi produsen atsu
penjual praduk, Dalam hal ini terdapat kemiripan pada proses pendefinisian kedua
komponen pasar tersebut, dan tugas untuk mendefinisikan pasar adalah meliputi
semua substitugi yang dekat dengan produk alau sumber penawaran yang
ditawarkan oleh pihak-pihak yang terkait, Metode yang telah diterima untuk
melakukannya adalah dengan analiisis dari sisi permintaan, untuk mermutuskan
sampai dimana pembeli siap beralih kepada produk pengganti atau sumber-

sumber penawaran,”

Hampir senada dengan AM. Tri Anggraini, R.S Khemani dan D.M.
Saphire juga menyatakan bahwa terdapat 2 {dua} dimensi dasar definisi pasar
yaitu pasar produk {product market), dimana produk dijadikan kelompok bersama,
dan pasar geografis (geographic market), dimana wilayah geografis dijadiken
kelompok bersama.’

Douglas F. Greer menyatakan bahwa dalam mendefinisikan pasar dibagi

dalam 2 {dua) bagian yaitu rancanpan produk {(product delineation) dan skala

Béarket definftion has long been a controversiol Issue in competiton and merger cases.
The past rwenty years has seen 1he development of new methods of defining markets more suited Is
the porticular demends of comperition analysis than those traditionally use by econamisty,
Avtention has also focused on methods of measuring market power directly thereby obviating the
need to define markels in some rstances. Patrick Mossey, “Market Definition and Market Power
in Compenition Analysis) Some Pructionl Issues”™ The Ecomomic and Social Review Vol 4,
{Okiober 2000}, hal, 308

%AM. Tri Anggraini, op. oit, bal. 111

RS, Khemani dan DM, Saphiro, foe. it
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geografis {geographiz scope), Rancangan produk {producr delineation) dapat
digambarkan seperti prosedur dalan memperhitungkan perbandingan konsentrast
dalam industrt manufakiur, sedangkan skala geografis (geographic scope) dapat
digambarkan seperti proses melihat jangkauan pemasaran suatu produk yang fidak

dibatasi oleh perbedaan biaya transportasi.’®

Emest Gelhorn dan Willam E. Kovacic menyatakan bahwa untuk
mendefinisikan pasar produk dimana penjual berada, pertama-tama harus dilihat
senua substitusi dari produk penjual vang tersedia bagi pembeli. Dalarm proses
pendefinisian perlu ditanyakan apakah produk penjual bersaing dengan produk

lainnys, dan apakah terbatasnya produk akan mampu meningkatkan harga.”

Untuk menentukan passr pgeografis kadang adalah mudah, kadang
sangatlah sulit. Apabila pasar didefinisikan terlalu sempit pada pasar produk atau
pasar geografis, persaingan yang berarti akan dapat diabaikan dalam analisis.
Narun, apabila pasar produk atau pasar geografis didefinisikan terlalu huas, maka
tingkat persaingan akan berlebihan {pversiated). Definisi pasar yang terlalu juss
atau terlalu sempit akan menjurus pada pangsa pasar yang beckurang
(undersiated) atau  berlebiban {overstated) dan perhitungan konsentrasi

(conceniration) juga berlebih.*®

®Douglas F. Greer, Mndustrial Organization and Public Policy, 3 ed, {New York:
Macmillan Publishing Company, 1992), hal. [79-181,

PTo define the produci marker in which the selier operates, one secks to locate ail
subsiitutes available (¢ buvers of the selfer’s product. The definition process asks whether the
seller's produrt compeles with other products, and whether their products linit her abiiity to raise
price. Too narrow a definition will exelude genvine substitutes and overstatse the defendant's
ability o affect price and culpuy I nonsibgtitutes are nchuded, the defendant’s market share (and
inferentivily her marker power) will be wnderstated becanse some of the included products will
hardly affect her power 10 sat pawer, Lragst Gelihorn and Willlam E. Kovesic, Antitrast Law and
Economic in a nut shetls, 4" edition, (St Paul Minnesota: West Publishing, 1954), hal, 98,

"R S, Khemani dan D.M. Saphire, op. cir, hal. 46,
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Ernest Gelhorn dan William E. Kovacie menyatakan bahwa dimana pasar
geografis penjual adalah belun  pasti, bagaimanapun kemampuan untuk
membayar bukan hanya darl pola penjual yang aktual tetapi juga dari hubungan
harga dengan pergerakannya di wilayah vang berbeda. Suatu hubungan yang kuat
antara harga dengan pergerakan harga, khususnya ketika didukeng ofeh
pergerakan penjualen, akan menjadi indikasi kuat bahwa pasar geografis telah
terdefinisi, Sebaliknya, tidak adanya hubungan antara perbedaan harga yang
mencolok dengan perubahan barga memungkinkan terdapataya lebih dari 1 {satu)
pesar geografis, meskipun terdapat beberapa pergerakan penjusian. Hambatan
transportasi adalah prinsip dasar lainnya untnk memisahkan pasar geografis.
Secara. kesefuruhan, pasar geografis yang bersangkutan di dalam  analisis
persaingan adalah “suatu bagian dari negara” dimans suvatu perusahaan dapat
meningkatkan harga tanpa mengrik pemain baru atau tappa menghilangkan

banyak konsumen untuk pindah ke penjual di wilayah lain !
Dalam menentukan pasar produk dan pasar geografis biasanya dilakukan
melalui serangkaian penelitian cmpiris yang tidak mudah, dan tidak dapat

dilskukan dalam jangka wakiu yang relatif singkat. Penelitian empiris yang

M Where the seller's geograplic market is loss certein, however, attention is paid not only
to actupd sales paiierns bt also (o price relationships and movements in different area. A close
correletion among prices ayd price movements, especially when supported by sales interchanges,
will ba a strong indication that a geographic market has been ideniified. Conversely, siginificant
prive differences and wncorrelated prices changes way suggest that more than one geographic
markel exisis, even where same sales bugrchange occur. Tromsporiation barriers ave another
principal basis for separating geogiaphic markets. In sum, the refevent geographic markel in
autitrust aroiysiy is that “section of the country”™ where a firm con increase iy price withowt
aitracting new sellers or without losing many eustomers to aligrnative suppliers ouside thai aree.
Ermest Gelthorn and Willian B, Kovacic, op. g7, hal. 106,
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membutubkan waktu cokup luma int dimaksudkan untuk menguwi tingkat

substitust dari suatu barang alau jusa tevhadap barang 1aizmya.sz

Hampir senada dengan pendapat i atas, Martinus Udin  Silalahd
menyatakan bahwa hukum persaingan biasanya baru memberikan penilaian
terhadap pembatasan pangsa pasar bersangkutan (relevant markef) untuk
menentukan pangsa pasar suatu produk tertentu, yaifu pembatasan pasar secara
objektif dan secara geografls. Sccara objekif adalab penilaian terhadap suatu
produk tertentu, apakah mempunyai produk sejents atau ada produk yang dapat
dipakal sebagai barang substilusinya. Kalau ada produk sejends dan atau ada
barang substitusi, produk sejenis dan  barang substitusi  tersebut  akan
diakumulasikan dengan produk vtama tadi sebagai suatu pasar yang sama, Dengan
demikian, produk utama tersebut pangsa pasarnya akan rpenurun, Secara geografis
adalah penilaian produk lertentu, yaitu sejauh mans produk tertenty dan yang
masuk dalam satu pasar terschut dipasarkan, selauas wilayah tersebutlah
dilakukan perhitungan pangsa pasar yang %}ersaungk:.a%z::n.83

Pasar bersapgkutan morupakan suatn pengertign yang relatif sanpat
“summir”. Banyak faktor yang hatus diperiimbangkan untuk dapat menentukan
apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dari suato barang atau jasa. Pada
garis besarnya penentuan mengenal pasar bersangkutan dilakukan dengan
memperhatikan:

a. karalteristik khusus dan masing-masing produk;

®ritha Wiradiputra, “Hikinah Putussn KPPU atas Temasek,” <hip://202,158.49.150/
sdisi-cetaldedisi-harianfopind/ | k134906 himi>, diakses tangzal 28 Juni 2008,
Martinus  Udin Sifalaii, “Persuingan  Pisnis Meningkatkan Daye Saing Lowat

Pesingkatan  Kredibilitas  Perusshaan,”  <hup:fhvwae sinarharapan.co. idekonomifindustri/
20047120 il heml>, diakses wmnggnl 28 Juai 2048,

Universitas Indonesia

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH Ul, 2008



b. fasilitas pengadaan produk vang spesifik dan masing-masing produk;
¢. harga dan masing-masing produk yeng berlaku dimasyarakat,
d. sensitifitas dari masing-masing produk vang berlaku di masyarakat;

¢. adanya vendor-vendor atau pomasok-pemasok khusus bagl masing-masing

produk,

f. pengakuvan atas masing-masing produk tersebut oleh masyarzkat luas

pengguna atau pemakai produk tersebut®

B. Kelebihan dan Kelemahan Rule of Reason

Kapan pendekatan per se illegal dan rule of reason akan diterapkan tidak
ada kejelasan atau pedoman yang standar, karena tidak semua perilaku yang
bersifat membatasi (restriclive conduct) secara inheren bersifat antipersaingan.
Meskipun tidak pedoman yang siandar mengenai kapan pendekatan per se illegal
dan rule of reasonm akan diterapkan, namun ada beberapa hal yang dapat
dipertimbangkan scbagal podoman atas penerapan pendekatan yang akan
dilakukan, yaitu:

I, Apakah suatu perjanjian melibatkan pesaing? Apabila jawabannya ya, maka
pengunaan analisis per s¢ Hllegal lebih dinungkinkan.
2. Apakah rencana tersebut mclaibatkan suata jaringan industri? Apabila

jawabannya ya, maka akan digunakan analisis rede of reason,

B Gunewan Widjaja, Seri Hukion Bisnis Merger dalam Perspektif Monopoli, (Jakarta: PT
RajaCrafindo Persada, 2002}, hal. 34.
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3. Apakah rencaua ferschul scearn cksplisit berpengaruh terhadap harga atan
produk (ourpur)? Apabila jowabannya ya dan kesepakatan tersebut melibatkan

para pesaing, maka akan digunakan analisis per se iflegal.

4, Apakah perjaniien atau kescpakalan yang berpengaruh terhadap barga dan
produk tersbeut bersifat terbuka {noked) atau merupakan tambahan dari
aktivitas lainnya yang berakibat meningkatnya efisiensi dari para pihak yang
bersaing? Apabila jawabannya adalah terbuka, maka akan digunakan analisis

per se illegal ¥

Keunggulan rule of reason adalah dengan menggunakan analisis ekonomi
untuk mencapai efisiensi guna mengetehul dengan pasti apakah svatu tindakan
memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan perkataan lain, apakah suatu
tindakan menghambat persaingan atau mendorong persaingan diteatukan oleh:
. ..economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction
through the mast efficient allocation and use resources... » B Setidaknya dengan
menggunakan rule gf reasen akan dapat diketabti dengan pasti apakah suatu
tindakan yang tampak melanggar benar-besar menimbulkan dampak negatif
terhadap persaingan atau jusitru memberikan insentif bagi persaingan. Misalnya,
suatu pabrik yang membatasi pasokan suatu produk di pasar wilayah yang berbeda
hanya kepada pengecer yang ada, sehingga mergka memperoleh keuntungan yang
tinggi dan mempunyai insentil univk mengiklankan prodoknya dan menyediakan

pelayanan yang baik kepada konsumen. Kegiatan ini dapat berdampak pada

BAM. Tri Anggraini, op. eif, hal, 124.125,
BAM. T Anggraini, ibid, bl 127,
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meningkatnya  permintaan  produk  pabrik  tersebut  lebih  besar daripada

meningkatnya perminiaan barang dengan harga yang lebih rendah.®

Meskipun pendekatan ruafe af reason diyakini sebagal pendekatan yang
febih komprehensif, namun pencrapannya bukanlah hal yang mudab, Beberapa

kelemahan penerapan pendekatan rule of reason adalah:

1. Suatu perjanjian yang berakibat anti persaingan biasanya masih dianggap sah
berdasarkan rule of recson, bukan karena perianjian tersebut secara wajar
dianggah suh, namun karena adanys beban pembukiian yang berat dan biaya
yang berat yang harus ditangpung.

2. Rule of reason mensyaratkan pengefahuan teort ekonomi dan sejumlah data
ekonomi yang kompleks, guna menghasilkan keputusan yang rasionzl, dan
syarat ini belum tentu dapat dipenuhi oleh para pemutus dalam hukum

persaingan.®

*R.8. Khemani dan [D.M. Saphire, op. ¢it,, bal. 66,
®AM. Tri Anggraing, op. efn, bal, 139-141,
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BAB Il
PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenal larangan
prakiek monopoli dan persgingan usaha tidak sehat yang dituangkan dalam 3
(tiga) kategori utama, yaitu: pegjanjian vang <ilarang, kegiatan yang dilarang, dan
penyalahgunaan posisi dominan. Perjaniian yang dilarang dijabarkan dalam Pasal
4 sampai dengan Pasal 16. Kegiatan yang dilarang dijabarkan dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 24, Penyalahgunaan posisi dominan dijabarkan dalam Pasal

25 sampai dengan Pasal 29.

Sebagaimana dikutip oleh Johmny Ibrahim dalam bukunya Hukum
Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikast Penerapannya di Indonesia,
Rambe Kamarul Zamnan selaku ketua Pansus RUU Larangan Prakiek Monopoli
dan Persaingan Usaba Tidak Sehat dalam pidato penpantarnya pada Sidang
Paripuma DPR RI menegaskan bahwa RUU tersebut mengatur larangan yang
berstfat per se illegal dan rule of reasen serta menggunakan instrumen kebijakan
perilaku (behavioral).”’

Pendekatan rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
dapat ditelusuri dari 3 (tiga) hal, yaitu: perrama dasi tujuan pembentukan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, kedua dari rurnusan masing-masing pasal yang

#1ohnny Torahim, op.oi., hal. 219-220,
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dilarang, dan kesige dari tugas KPPU selaku lembaga yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi persaingan usaha di

Indonesia,
A. Tujuar Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

unfuk:

1. menjapga kepentingan umwm dan meningkatkan efisiensi gkonomi nasional

sebagat salah satu upaya mntuk meningkatkan kesgiahteraan rakyat;

2. mewnjudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha
vang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang
sarna bagi pelaku usaha besar, pclaku usaha menengah, dan pelaku usaha
kecil;

3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelake usaha;

4, terciptanya cfekfivitas dan efisicnsi dalam keplatan usaha.

Scbagaimana halova dengan hukum perseingan di negara-negara lain,
Undang-Undang MNomor 5 Tahun 1999 juga tidak bertujuan melindungi
persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Tujuan dari Undang-
Undang Nomeor 5 Tahun 1999 adalah untuk mencapat sistem persaingan usaha
vang bebas dan adil, yang skan memberikan ruang gerak yang memadai bagi
pelaku ussha di semua tingkalan, hingga akhirnya akan dicapai kesejahteraan
rakyat dan sistern ekonomi yang efisicn, Dalam kondisi yang terakhir inilah akan

dijumpai pelayanan konsumen dengan cara vang paling baik, mengingat proses

Universitas iIndonesia

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH Ul, 2008



38

persaingan yang ada didalamnyy akao memaksakan alokasi faktor yang gkonomis
dan efektif, penyesuatan kapasits produksi dengan cara-cara yang menyesuaikan
kepentingan  konsumen, menjamin  pertumbuhan  ekonomi  yang  optimal,
mendorong kemajuan teknologt, mendorong tingkat harga yang stabil, serta
menyalurkan pembagian pendapatan atas daser hasil usaha dalam pasar menurut

produktivitas marginal ™

Bagaimana tujuan-iujuan terscbut dapat dicapai, akan sangat berganiung
pada interpretasi dan penetapannya oleh KPPU, mengingat beberapa tujuan
pembentukan Undang-Undang Womor 5 Tahun 1999 tidak secaras langsung
memiliki relevansi dengan tindakan pelaku usaha. Peraturan persaingan usaha
agar dapat dilaksanakan dengan sccfisien mungkin dapat diinterpretasikan dengan
penerapan rule of reason didalamnya, misalnya bagaimana perjanjian vang
dilarang dalam penilaionya harus memperhatikan kebijakan struktur atau
kebijakan industr, dan kebijakan-kebijaken yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan,”’

Setidaknya dengan pencrapan rufe of reason akan diketahui benar manfaat
ekonomi dan kebaikan suatu porilaku ateu lindakan pelaku usaha terhadap
persaingan di pasac bersangkuian tenmasuk didalamnya terhadap masyarakat
selaku konsumen. Jadi, apabila mengacu pada twjuan pembentukannya, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebil menckankan pada penerapan rule of reason
untuk mencapai efisicnsi ekonon, efisicnsi dalam kegiatan usaha, dan mejaga

kepentingan wmum.

PKnud Hansen ool Undang-Undang Larangan Praktek Mevopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehar, (Jakany Katalls, 20015 hal 121,

H1bid, hal. 118
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B. Rumusan Pasal-pasal Larangan

Dalam penjabaran pasal-pasal mengenai larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak schal terschut tidak ada satupun kalimat yang mengatur
secara cksplisit mengenal per se ilfegdd dan rule of reason. Meskipun tidak ada
ketentuan yang secara cksplisit mengenal per se illegal dan rule of reason, namun
18 (delapan belas) pasal diantara 26 (dua puluh enam) pasal larangan
mencantumkan frase “mengekibatkan fedadinya prakiek monopoli” atau
“mengakibatkan terjadinya persaingan usaba tidak sehat™ atau “mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan/alan porsaingan usaha tidak sehat”. Pencantuman
frase ini setidaknya mengharuskan penerapan rule of reason.

Dalam kategori perjanjian yang dilarang, terdapat 9 {sembilan) pasal yang
mencantumkan frase “mengakibatkan terjadinya praktek monopoli” atau
“mengakibatkan terjadinya persaingan usaha fidak sehat” atau “mengakibatkan
terjadinya prakick monopoli dar/ateu persaingan usaha tidak schat”, Pasal-pasal

tersehut adalah
Pasal 4 ayat {1} mengenai eligopoli:

“Pelaku usaha dilarong membuat perjarjion dengan pelaky usaha lain
unink secara bersamo-sama melohukan pengnasaan produksi dan/gtan
pemasaran borangy dan/atan jase yang dapat mengakibatkan teriadinya
prakizk monopoli danfaiqu persaingan usaha tidek sehal.

Pasal 7 mengenai penetapun harga dibawah barga pasar:

“Pelaku wusahe dilarang membugt perjonjian dengan peicku usaha
pesaingnya untux menelapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat
mensgakibatkan lerfadinva persaingan ysaha tidak sehat.”
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Pasal 8 mengenai penctapan harga jual kembali:

“Pelaku usaha difarang membuaia perfanjian dengan pelaku usaha lain
yang memunt persyaratan halnea penerima barang dan/gtau jasa tidek
akan meninal atan memusek kembali barang daw/atau yang diterimanya,
dengan harga yang lehih rendoh davipada harga yang telah diperjanfikan
sehinggea dapat mengakibathan terjadinva persaingan usaha tidak sehat. ™

Pasal 9 mengenai pembagian wilayah:

“Pelaku wsahe dilarang membuat perjavjion dengan pelakn usaha
pesaingnya yang berrujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi

pasar terhadap bevang dardafau jasa sehingga dapat mengakibathon
terjudinya prakiek monopeli daifctau persaingon yusaha tidak sehor. ™

Pasal 1] menpenat karlel:

“Pelaku usaha dilarang membual perjanjian, dengan pelaku wsaha
pesaingrya, yang bermoksnd untuk  mempenngaruhi harga dengarn
mengatur produksi dan/aia pemasaran suatu barang dan/atay jasa, yang
dapat mengakibatkan teriadinve prakiek monopoli don/alau persaingon
usahg tidak sehat.”

Pazal 12 mengenai trust:

“Pelaky usaha diterang membuat perjanjion dengon pelaiu usaha lain
urtuk melakukan kerja soma dengan membentuk gabungan perusahacn
atay  perserpan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan
mempertahankan kelongsungar hidup masing-masing perusahaan atau
perseroan  anggolonya, vemg  bertufnan wuntuk mengonirol produksi
dan/atoy  pemasaran ctos  barang danfatan josa, sehinggu  dapat

mengakibatkan terjadinyg_prakiek monopgli dawlatau persaingen usahy
tidak sehat.”

Pasal 13 ayat (1) mengenai oligopsont:

“Pelaku usaha dilarang membual perfanjian dengan pelaku usaha luin
vang berfujucn untuk secara bersama-samne menguasal pembelian atau
pengrimann pasckarn agar dapei mengendalikan harga alas barangn
danfotau jase dulam pasar bersanghutan, yang dapat mengqakibatkan
teriadinva prakiek monopoli dandalan persaingan wsaha tidok sebut ™

Pasal 14 mengenai integrasi vertikal:
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“"Peloku usaho dilurang membuat perfaniion dengen pelaky usaha lain
yang bertujran wnnk mengsal sefumiah produk yang lermasuk dalam
ranghaian produksi barang donfatan jasa tertendu yang mang sefiup
rangkaian produksi merspoakan hasil pengolahan atau proses lanjutan,
baik dalam satr rangkaian fangsung manpiin tidak langsung, yvang dapat
mengakibatkan  feriadinva  persaivean  usaba  tdak  sehar  dow/aieu
merugikan masvarakal. ”

Pasal 16 mengenai perian)ian dengan pihak luar negeri

"Pelaky usaha dilarang membuat perjanfian dengon pihak lain i luar
negeri yang memupal kelentuan yung dupot mengakibathan terjndinvg
praiiek monopoli dan/atau persaineas usala lidak sehat.™

Dalam kategori kegiatan yang dilarang, terdapat 7 {fujuh) pasal yang
mencantumkan  frase “mengakibaikan terjadinya praktek monopoli” atau
“mengakibatkan terfadioya persaingan usaha tidak schat” atan *mengakibatkan
terjadinya praktek monaopoli danfatan persaingan usaha tidak sehat”. Pasal-pasal
tersebut adalah:

Pasal 17 avat (1) mengenal monopoli:

“Pelaku usaha ditorang melokukan penguasaan atas produksi dan/atau

pemesaran barang danfatay jasa yang dapat mengakibothan teriadinva
prakiek monopoll dan/ata persaingan wsaha tidak sehai ”

Pasal 18 ayat (1) mengenal smonopseni:

"Peluku wsaha dilirang menguasai peserimaan pasckan atau menjodi
pembeli runggal atas barang danfalau jusa dalam pasar bersanghutan
yang dopat  wengekibgtkan  ferfadinyg prafeek  monopoli  dar/atuu
persaingan usaho tidak sehat”

Pasal 19 mengenai penguasaan pasar:

“Pelaku usaha dilarang melakvkan sau atan beberapa kegiaten, baik
sendiri maupun bersama peloku usaha fein, yang dapat mengakibathan

teriadinva prokiek monopgll donfatan persaingan usahq tidak sehat
berupa:
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a. menolak  davainn menghalangi  peloky  usaha  reriemin uniuk
melakukan keginien nsala yong sama pada pasar bersanghkutan; aiau

b. menghalangi konwswmen olan pelanggan pelakn uwsaho pesaingnya
wntuk tidak melakiakan  hubungan  usaba dengan pelaku  usaha
pesaingny i) atan

¢ membatast peredaran davatan penjualar barang daw/otau jasa pada
pasar beysanghutan; alau

d melakukan prakick diskviminasi terhodap peloku usoha tertenin,”

Pasal 20 mengenat tindakan jual rugi:

“Pelaku usaha dilerang melakvkan pemasoken barang dawatan jasa
dengan cora melakukan juai rugl ator meneiaphan hargo yang sangat
rendah dengan maksud unink menvinglivkan ateu mematikon woha
pesaingnya di pasar yang bersangkwion sehingpa dapat mengakibatkan
teriadinva prakick monopoli dodalan persainean usaha tidak sehet

Pasal 21 mengenai keeurangan dalam menetapkan biaya:

“Pelaku usahu dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biayu
produksi dun biaya loinnya yang menjadi bagian dart komponen harga
barang dawatau josa yang dapat megngakibatkan terjadinya persaingan
usahia tidek sehat.”

Pasal 22 mengenai persckongkolen tender:

“Pelaku usaha dilarang bersekongko! dengan pihak lain wntuk mengatuy
dan/atay menentukan peinenanyg fender sehingga dapat mengakibatkan

Pasal 23 mengenal persekonglolan ualuk mendapatkan informasi:

“Pelaku usahae  dilarang  bersekonghol dengan pihak loin  untuk
mendapatkan informasi kegiotan usaha pesaingrya yang diklasifikasikan
sebagai rakasia perinsahaan sehingga dapot mengakibatkan teriadinya
persaingan usgha iidak sehat,”

Dalam kategori penyalahgunaan posisi dominan, terdapat 2 {dua} pasal
yang mencantumkan f{rasc “mengakibatkan twwgadinya prakick monopoli” atau

“mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidsk sehat™ atau “mengakibatkan
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terjadinrya prakiek monopoell danfatau persatipan usaha tidak sehat”. Pasal-pasal

tersebut adalah;
Pasal 26 mengenat jabatan rangkap:

“Sescorang yang menduduki jabatan sebagual direksi atan komisaris dari
suatuy perusahaan, pada wakiu yang bersamaan dilarang merangkap
menjadi  direksi  atan  komisaris  pada  perusahaan lain,  apabile
perusahaan-perusahan lersebid:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau

b memiliki keterkaitan yang erat dafam bidang dan/atau jenis usaha;
atau

c. secara bersama dupal menguasal pongsa pasar barang dawaiau jasa
lerienty

yong  dapat  mengokibathar  teriadinva prakick monopoli dan ataw
persaingan usahg tidak sefigl.”

Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengenai penggabungan, peleburan, dan

pengambidalihan:

“C1) Pelaku wsoha dilarang melakikan penggobungan otan peleburan
bagdan usaha vang dapal mengakibathon teriadinva prokiek_mionopoli
darfatau persaingan usaha (idak sehal.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan peagambilalihan soham perusahace

Iain apabila tindakan tersebws dopat mengakibatkan teriadinya prokiek
mononeli dan/atan persaingan nsuhe tdak sehat”

Praktek monopoli adalah pemusatan kckuatan ekonomi oleh safu atan
iebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran
atas barang dan atazu jasa tertentu schingga menintbulkan persaingan usaha yang
sehat dan dapal merugikan kepentingan wmum. Pemusatan kekuatan ekonomi
adalah penguasaan yang nyata alas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih
pelaku usaha schingga dapat mencntukan harga barang danfatau jasa.” Untuk

mengetahui satu pelaku usaha dapat menenlukan harga barang dan/atan jasa

Zmdonesia, op, ¢it., ps. | butir 3.
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dibutuhkan data pergerakon harga awms produk-produk vang ada di pasar
bersangkutan selama kurun wakiu yong tidak singkat. Dari data ind diketahui
bagaimana reaksi harga produk lain apabila produk satu pelaks usaha terjadi
perubahan, apakah berlawanan atau jusicu paralel mengikutinya. Disinilah analisis

ekonomi dibutuhkan uatuk menguji kondisi tersebut.

Persaingan usaha tidak schat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atan jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atay melawan hulam atau menghansbat

persaingan ussha,”

Apabila mengacu pada makna praktck monepoli dan persaingan usaha
yang menghambat persaingan, maka cakupan rude ¢f reason dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih luas dibanding prakiek di negara lain yang
hanyva menekankan pada analisis dampsk terhadap persaingan. Rule of reason
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999 sclain mencakup analisis dampak
terhadap perssingan vang tercermin dari rumusan praktek monopoll, juga
mencakup cara bersaing yany tidak sehat yang fercermin dari rumusan persaingan
usaha tidak sehat yang telab didefinisikan dalam Undang-Undang Nomeor 5 Tghun
1999. Jadi, dengan mengacu pada rumusan masing-masing pasal larangan dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1999, sclidaknya ada 18 (delapan) pasal

larangan yang menghendaki penilaian secara rule of reason.
Analisis dampak ferhadap persaingan dalam Updang-Undang Nomor §
Tahun 1999 dapat dilakekon dengan moembuktikan langsung bahwa dampak

tersebut telah terjadi alau hanya culoup dengan potensi dampak yang akan muncul.

BIbid,, ps. 1 butir 2 dan butir 5,
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Hal ini dapat dilibat dart rumusan yang mencaniwnkan kata-kata “yang dapat
mengakibatkan™ dan juga dalam rumusan mongenal merger sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Kolentuan mengenal merger tersebut
secara jelas menyatakan bahwa mevger yang dapat mengakibatkan dampak negatif
terhadap persaingan akeu dilarang oleh Undang-Undang Nomor § Tahun 1999
tanpa harus membukiikan terlebih telsh terjadi dampak negatif terhadap
persaingan.

C. Tugas KPPU

Penelusuran lain mengenal pendckatan rade of reason dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1999 dapat dilihat dari tugas KPPU selaku lembaga yang
diberi wewenang uniuk melakukan pengawssan persaingaé usaha di Indonesia,
sebapaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

diantaranya;”

1. melekukan penilaizn terhadap perjaniian yang dapat mgngakibatkan feriadinya

praitek monepoli dan/alau persaingan usaba tdak sehat sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. melakukan penilaian terhadap kegistan usaha dan/atau tindakan pelako usaha

yang dapat mengakibatkan teriadinya prakisk monopofi dan/atau persainean

usaha tidak sehat sebagoimana diater dala Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. melskukan penilaian terhadap ada ateu fidak adanva penyalahgupaan posisi

dominan vang dapat mengakibatkan teriadinva praktek monopoli danfatay

persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan

Pasal 2&;

ndonesia, op. cil.., ps. 35.
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Mencermaltl tugas KPPU di alas, sangat jclas bahwa secara keseluruhan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menghendaki adanya pengujian telah
tefjadi prakiek monopoli dan atau persainpan usaha tidak schat dalam sefiap
penanganan perkara dugasn pelanggaran Undang-Undang tersebut. Apabila
penguiian terjadinya prakiek monapoli dan/alan persaingan usaha tidek sehat ini
dianggap sebagal penerapan rufe of reason, maka secara wmum Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 menghendaki penerapan rufe of reason dalam setiap

penanganan perkara persaingan usaha.
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PENERAPAN RULE OF REASON
DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 06/KPPU-L/2004,

NOMOR 02/KPPU-L2005, DAN NOMOR 97/KPPU-L/2007

A. Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2004

Perkara ini berawal dari suatu laporan masyarakat yang pada pokoknya
melaporkan bahwa PT Arta Boga Cemerlang (dalam hal ini disebut Terlapor)
diduga telah melakukan perilaku anti persaingan dalam program promosi baterai
merck ABC, yang bertitel *Program Geser Kompetitor” selama bulan Maret - Juni
2004, Perilaku ini diduga mengakibatkan terhambatnya salah satu pesaing
Terlapor yaitu PT Panasonic Gobel Indonesia dalam memasarkan produk
baterainya yang bermerck Panasonic di beberapa wilayah di Indonesia. Atag
perilaku tersebut Terlapor diduga melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf' b, Pasal 19
huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a jo. ayat {2) hurof a Undang-

Undang Nomor § Tahun 1999.”

*pasal 1S ayat {3) huruf b mengenai perjanjian tertutup yang selengkapnya berbunyi:

“Pelaku usaha difarang membuat perfoniion mengengi harge alau porongon harga tarientit 4ias
barang dan atow jusq, yang memud pergyaraian balvwa peloky wsaho yong menerima barong dan
atgu jasa dari pelaky usahe pemasok tidek akan membeli barang dan atau josa yang sama atan
sejeniz dori pelaku usahia tain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasak.
Pasal 19 hursf' a dan b mengenad pengoasaan pasar dengan menghalangi pesaing dan menghalangi
korsumen pesaing, yang sclengkapuya berbunyl: "Peloku wsaha dilarang melokukan sotu alan
beberapa kegiatan, baik sendivt moupun bersama pelaku ussha fain, yang dapat menpakibathon
terjadinye prakiek monopoll dan atan persaingan wsaka tidak sehat berupa: (o) menolak dan sl
menghalungi peleku wsoha terfesin wntuk muolakukan kegioan usoha yang sama poda pasgr
hersomghuian, ataw { b} menghalangi kensumen otau palanggan peluky usaba pesaingnya wniik
tidak melakukan hubungon usala dengan peloku usaha pesaingnya itn.™
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Pada bulan Maret 2004 ada informast bulvwa Terlapor sedang melakukan
program yang bemama  “Program Gescr Kompetitor” (PGK), dimana isi dari

program tersebut adalah sebagal berikut:

a. Program Pajang deagan mendapatken potongan tambahan 2%, dengan

ketentuan sebagai berikut:

- Toke mempunyai space/ruang pajatg baterai ABC dengan ukuran

minimal 8,3 x 1 meter;
- Toko bersedia memajang bateral ARC;

~ dan Toko bersedia memasang POS (material promosi) ABC,

b. Komitmuen toko untuk tidak menjual bateral Panasonic yang merupakan
protduk dan Panasonic dimana kemudian toko tersebut bisa mendapatkan

potongan tambaban 2% dengan ketentuan scbagzaimana berikut:

- Toko yang scbeluranya menjual produk dard baterai Panasonic, mulai

bulan Maret sudah tidak boleh dijual lagi;
~  Toko tersebut hanya boleh menjual produk dari baterai ABC.

Akibat dan adanya Program Ceser Kompetitor tersebut, beberapa toko-
toko grosir/semi grosur di pasar fradisonil di wilayah Jawa dan Bali diikat oleh
ABC dengan pemberian potongan harga sehesar 2% jika bersedia memajang

produk baterat ABC dan 2% lagi jika berscdin ontuk tidak menjual baterai

Pasal 25 ayat {1} horaf a jo. ayar {2) buruf a mengens] peoyvalahgunaan posisi dominan yang
selengkeaonya berbunylh ¢} Pelaku useho ditarang mengsunakan posisi dominan batk secarc
fangsung sunpun tidok fanpsung Witk mengiapkan syarai-syarat perdogongan dengon tufuah
uniuk menecegah dan otan wmenghalangi Ronzapren wemperoleh barang dan otew josa yang
bersaing, buik dari segi horga smuupn hualtias. {23 Peluku usaha memiliki posisi dominan
sebapoimana divacksed avar (1) apabile sotn pelaku useha atew sain kelompok pefoku waba
menguasai 50% {lima puiuh persew) mou lebih pangsa pasar sotu jenis barang atau jaosa
lorfeniu.”
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Panasonic. Potongan barga diberikan selama poriode berlangsungnya Program

(Geser Kompetitor,

Setelab melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan,
Majelis Komsi sampai pada kesinpulan akhir babwa Terlapor terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3} huruf' b, Pasal 12 huruf a, dan Pasal
25 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huref 2 Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1999,
Selain itu, Majelis Komisi juge menyimpulkan bahwa Terlapor tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huref b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999.

Penerapan rule of reason dalam perkara ini dapat dilihat dari penilaian
pemenuhan unsur Pasal 19 huruf a yang mensyaratkan adanya akibat berupa
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Majelis
Komisi dalam hal ini mempertimbangkan pemenuhan beberapa unsur Pasal 19
huruf a, vaitu: unsur pelaku usaha, melakukan satu atau beberaps kegtatan baik
sendiri-sendiri praupun bersama pelaku usaba lain, menolak dan atau menghalang
pelaka usaba tertentu untuke melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan, dan unsur yang dapat mengakibaikan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak schat. Unsur yang terakhir inilah yang dapat

dilihat sebagai rde of reason dalam perkara int,
Dialam mendefinisikan  pasar prodok  sebagai  bagian dani  pasar

bersangkutan, Majelis Komisi disgntaranya mempertimbangkan hai-hal sebagai

berikut:”

Futusan Nomor 86/KPPLLLA2004, hal. §-10.
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“Batwa  Terlapor  teladt mengllasifikosikan  produk  boterai  yang
dipasarkamiye sedmikian rupa sehingga musing-masing tipe don kualitas
ataw warne boierai meniliki pesaingsya masing-masing dan antara tipe
atau kualitas buteral yang satu tiduk bersaing dengan tipe atou kualitas
bateral yarg lain.

Bahwa dilihat duri sisi permintoon, konsumen memandang seitap jenis
dari produk baterai memiliki karakreristik atau fungsi den horgoe yang
berbeda sehinggn seiiap jenis baterai lersebut memiliki pasarnya maving-
masing dimana aitara saiu jenis baieral dengan jenis baterai yang lain
tidak dapat saling menggantikan (substitiable) atau saling dipertukarkan
finterchangeable),

Batwa berdasarkan ketergngan Saksi XH yang merupakan Sale Manoger
Terlapor, pembeli boterai bivy tidak akan beralih ke baterai vang lain jika
bateral biru tidak tersedia

Babwa Pelapor menvenpaikan dugaen wentang adanya Program Geser
Kompetitor yang dilakukan oleh Terlapor yang ditujukan terhadap baterai
Panasanic, khususnaya untuk item single pack A4.7

Pertimbangan Majelis Komisi dalam mendelinisikan pasar geoprafis sebagai

bagian dari pasar bersangkutan diantaranya adalah:>’

“Bahwa berdasarkan dokumen rekap omset batu baterai, Terlopor
membagi witayih pemasgrarrya yang rerdivi dari Banten, DKl jawa
Baral, Jaowa Tengah, Jovwa Thnwr, Bali, Sulemvest dan Kalimantan.

Bahwa berdasarkan hastl  penyelidikon  lapangan, Program  Geser
Kompetitor tidak ditemukan & wilavah Katimetan don Sulawesi,

Bohwa berdasarkan hosil penyelidiken lapongan dan pemeriksaon,
Program Geser Kompetitor ditemukan di sejumlah grosir dan semi gorsir
tradisional di wilovah Jmwa dan Boli wilayah mana pemaseran alau
distribusi produk baterai ABC dikontrol langsung olel Terlapor.”

Mencermali pertimbangan Majelis Komisi dalam mendefinisikan pasar
bersangkutan di atas, dapat dilihat bahwa Majelis Komisi telabh mencoba
mengadopsl analisis ekonomi untuk mendefinisikan pasar bersangkutan. Analisis
terhadap keterangan dari beberapa pihak dianlaranya Terlapor, Panasonict dan

beberapa saksi lainnya juga menguaitkan kesimpulan Majelis Komist, sehingga

Peutusan Nomer 88/KPPU-L2004, hal, 16-11.
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pada akhimya Terlapor idak menyanggah alas pendefinisian pasar bersangkutan
tersebut.. Sayangnva analists ckopomu lerscbut masih belum menyajikan data
empiris mengenai pergerakan pormintaan pada saat terjadi perubahan harga atas

beberapa barang vang bisa dianggap substiiusi,

Selanjutnya dalam  menguraikan unsur yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli den atau persaingan usaha tidak schat, Majelis
Komisi mempertimbangkan 3 (tigay dampak adanya Program Geser Kompstitor
yang dilakukan oleh Terlapor, yaitu: mengakibatkan tersingkirmya atau setidak-
tidaknya mempersulit pesaing unfuk melakukan kegiatan usahanya di pasar
bersangkutan yang sama, mengakibgtkan penurunsn volume peniuslan batersi

manganese Panasonic, dan mengurangi tingkat persaingan di pasar bersangkutan,

Dampak pertama yaitu mengakibatkan tersingkimva atau setidak-tidaknya
mempersulit pesaing untuk melakukan kegiatan usahanya di pasar bersangkutan
yang sama. Pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai dampak pertama ind

adalah sebagai berifout;*®

YBahwa Program Geser Komperitor secara langsung  dapat
mengakibatkan pelaku usahue pesaing Terlapor, dalam perkara ini PT
Panasonic Gobel Indonesia, tersingkiv {excinded) otau setidak-tidaknya
mempersulit PT Pansonic Gobel Indonesia untuk melaksanakar kegiatan
usahanya di pasar dun speara lidek langsung memberi signal yang sama
bagi para pesaing Terlapor lainnya serta mengakibatkan berkurangnya
opsi konswmen terhadap produk yeye bersaing & pasar bersanghkutan
Sama.

Bahwa tinddakan wituk menyingkivkan (exclusionary} PT Panasonic (obel
Dudonesia dari pasar tlau setidak-tidaknya mempersulit PT Pansonic
Gobel Indonesia wniuk melaksonckan kegiatan usahanya di poasar
dilakukarr Terlapor melaiui pelaksanuan Program Geser Kompelitor,
karena Progrom Geser Kompetitor mernpakan  perjanfion  tertuiup
fexclusive dealing) yang sifatnya  menyingkirkan  produk  baterai
Panasonic milik PT Puanasonic Guohel Indonesia dari grosir dan semi

Ppatisan Nomor 6K PFU-LI2004, hat, 33-35.
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grosir  anw  setiduk-tidakinya  mempersullt pendiswribusion baterad
Panasomic di grosir dan semi grosir,

Bahwa Program Geser Konpetitor didalam perjunjicomya pada pokoknya
memperjanjikan bahwa toko grosiv dan semi grosir akan mendapathan
diskon tambuhian sebesar 2% (dua pevseny apubila toke grosiv dan semd
grosir bersengkrtan tidak menjuel baterai Panasonic pada periode
Program yaitu bujan Maret hingga Agustus 2004,

Bahwa pembuatan perjanjion eksklusif biusanya melibatkan penggunoan
kelwuatan ehonomi atau kekuaton dominan wiau kekuatan monopoli dari
peivku usaha yang memiliki intensi untuk memaksakan adanya perjanjian
eksklusif tersebul. (Ernest Gellhorn, 1986). Oleh karenanya pelaku usaha
(sebagai pemuasok maupun pembell) yang memiliki posisi dominan rentan
memiliki pofensi uniuwk menyalohgunakan posisi dominannya wituk
memaksakan suatu perfaian eksidusif,

Bahwa sebagaimana penjelasan mengenal posist Terlapor di dalam pasar
bersanghuran & vias, Terlapor memilili posisi dominan di dalom pasar
bersangkutan sehingga secara logika ekonomi memiliki kekuatan wniuk
menyalabmnakan  posisi dominannya  dend memcksakan  perjanjian
tertutup dalen keranghka Program Geser Kompetitor.”

Dampak kedus vaitu penurunan volume penjualan baterai manganese
Panasonie. Pertimbangan Majslis Komisi dalam menilai dampak kedua ini adalah

sebagai berikut:*’

YBahwa dart hasil perbandingan trend penjoalan baterai manganese AA
Blye Panasonic dan R-6 Biru ABC, persentase kenaikan volume penjudian
batergi Panasonic sejak fakitn 2000 sempat tahun 2003 selalu lebik tinggi
dari boterai ABC kecuali uptuk lahun 2004 Namun pada takbun 2004,
Baterai ABC mengalamni kenatkan sebeswr 9%, sedangkan  baterai
Panasonic mengaleoni penurunan sebesar 26%%,

Bahwa hasit analisa perbondingnn volume penjualan bateral manganese
AA Blue Panazonic berdasarkan dokuwmen penjuaton baterai manganese
A4 Bhue pada saat Berlakunya Pragram Geser Kompetitor sejak Maret
2004 sampai dengon Agustus 2004 dengan Movet 2003 sampai dengan
Agustus 2003 wntuk wilayah Javea dan Bali mengalami ppnururan sebesar
32%..

Bahwa hasil gnalisis perbandingon volume penjualan baierai manganese
A4 Blue Poncsonic berdusarkan dokumen penjnaton baterai manganese
A4 Blue wntuk periode Moret 2003 sampai dengan Agustus 2003 dengen
Mare: 2002 sampai dengan Agustus 2002 untek wilayah Jawa don Bali
mengalami kenaikan sebesar 349%.,,

Fputusan Nontor J6/KPRULLIZ004, hal, 35-42.
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Bahwa hasit analise perbondingar volune penfualon bateral manganese
R-6 Biru ABC herdasarkon dokumen penjualun baierai manganese R-8
Biru pudea suet berlakuinya Pragram Geser Kompetitor sejak Marel 2004
sampat dengas Agusius 2004 dengan Marer 2003 sompal dengan Agustus
2003 untuk wilayah Jevea dan Badi mengalami pevirunsan sebesar 4%...

Bahwa hasit enlisis perbamdingan di atas, persentase pensyrunan volume
penjualan baterai Munganese A4 Blue Panasonic periode Marer sampai
dengan Agustus 2004 dibandingken: dengan Maret sampai dengan Agustus
2003 lebih hesar dibandinghan dengun baterai ABC yaitu 33%%
dibandingkan dengan 4%,

Bakwa hasil analisis perbandingan di alas, persentase kengikan volume
perjuaian baterai Monganese AA Blwe Panasonic periode Marei semput
dengan Agustus 2003 dibandinglan dengan Maret sammpai dengan Agustus
2002 lebih besar dibandingkan dengan baierai ABC yaiiu 349%
dibandingkan dengan 14%.

Bahwa dempak Program Geser Kowpelitor lerhadap volame penjualar
bateral Manganese R-0 Biru ABC mengakibotkan terjadinya kenaikan
voiume penjualan boteral ARC rersebut.

Bahwa velume penjuatan baieral manganese R-6 Biru ABC pada periode
April 2004 mengalaini pemurunan terhadap Maret 2004 namun sangat
tidak signifiken yaitu hanya 13.0% bila dibandingkan pesurunan bajeral
Panasonic Manganese A4 blue periode yang sama.

Bahwa penurunen volume penjualan baterai manganese R-6 Birw ABC
sebagaimana lersebui di ctas, semakin membaik dan terus memulih
sampai pada puncaknya yailu terjadingg kenaikan volume penjucion
bulan Juni 2004 yang sangat signifikan (meswotong orafik pergualan 2003)
dan berhasil melampaui volame penjualan boierai ABC pada periode
yang sama untuk tahun 2003,

Bahwa vohunz penjualon baterai manganese ABC R-6 Riru memiliki
kecenderungan {frend) semakin naik secora vt wakiu fime series)
pode bulan Mei saupai Oktober 2004 twalaupun fekiuatif) dan volume
penfudlan batevai ABC selplu di alas vofone penjualan baterai ABC untuk
fahun 2003 pada periode yong samg.”’

Dampak terakhir yain tindakan Terlapor melaini PGE berpotensi
mengurangt togkal persaingan di pasar bersangkutan. Pertimbangan Majelis

Komisi dalam menilai dampak ketiga ini adalah sebagai berikut:'™

“Bahwa FProgram Geser Kompetitor puda pokoknyia melaksanakan upava
wntuk wenyingkivkan {exchiding) PT Panasonic Gobel Indonesin dari
posar bersungkutan.

pgtusan Nomor 06/KPRU-L/2004, hal. 4243,
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Babwa Program Geser Kompetinor yang ditaksanchkan olek Terlapor
dapar menimbufkan perubahan yung substansial terhadop kondisi sirukiur
persaingen pada  payar bersangkwan apabila PT Panasonic Gobel
Indonesia sebagai pescing signifikan Terfupor keluar dari pasar akibat
adunya Progrean Geser Kompetitar tersebut.

Bahwa kelvarnya PT Panasonic Gobel Indonesin berarti tidak ada lagi
pesaing yang signifikan, menysbabkan Terfupor dalam menetapkan hurga
Jual produk baterainya akan di atas harvga yang kompelitif,

Bahwa Program Geser Kompetitor vang dituksanakan oleh Terlapor juga
dapat menjodi sinyai berupa ancaman {(threat) bagi pelaku wsaha lain di
pazar bersangkutan,

Bahwa perilaku Terlapor yang mengakibatkan tersingkirnya produk
bateral Panasonic ini pada akhirnya akan nengurangl tingkat persaingan
di pasar bersangkutan.”

Mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai
teriadinya dampak persaingan di atss, terhihat bahwa Majclis Komigi telah
mengadopsi analisis gkonomi dalam pertimbanganaya dengan menyaiikan data
empiris yang menggambarkan iegadinya bambatan persaingan. Data dimaksud
adalah data penurunan penjualan yang dialami olch salah satu pesaing Terlapor
yaitu FI Panasonic Gobel Indonesia selema Program Geser Kompetitor
dijalankan, Data tersebut memang dibantah oleh Terlapor yang menyatakan
bahwa pesurunan penjualan PT Panasonic Gobel Tndonesia bukan sebagai akibat
dari tindakan yang dilakukannya, namun keterangan dari beberapa saksi
menguatkan data penuronan tersebat benar akibat dari tindskan Program Geser
Kompetitor yang dilakukan oleh Terlapor. Penyajian data cmpiris vang diserta
dengan analisis didalamnya telah menggambarkan upaya Majelis Komisi natuk
mempertimbangkan  aspck ekonomi dan aspek hukwm  secara  berimbang.
Pertimbangan dalam menguraikan dampak lain bernpa tersingkirnya atau setidak-
tidaknya mempersulit pesaing dan potensi berkurangnya tingkat persaingan yang

mengakibatkan berlurangnya pilihan bagi konsumien icbily meneerminkan analisis
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substansi soatu tindakan dulum pandangan feori waumnya ataw cerminan dart
analisis substansi vang menyandingkannya dengan prakick yang lazim di negara
lain,

Secara umum dapal dilihat balwa Majelis Komisi dalam perkara ini
menilai dampak terhadap persaingan scbagal bentuk rule of reason dengan
menckankan pada substansi dari persaingan usaha tidak sehat it sendiri tanpa
menjabarkan kesesuainnys dengan definisi persaingan usaha tidak sehat dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Ketiga dampak yang ditimbulkan tersebut
mencerminkan cara-cara borsaing yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang
sebagar ¢ara yang meaghanibat atay mengurang] persaingan vang pada akhimya
nanti akan dapat menghilangkan atan selidak-tidalowya mengurangi pilihan bagi
konsumen baik kualitas maupun harga produk baterat.

Terhadap pelanggaran yang telal dibuktikan di atag, Majelis Komisi

menjatubkan sanksi berupa:'™'

"Membatalkan Perfedion Geser Kempetitor vong dibwat oleh Terlapor
denguan toko grosir dan sewi grosir.

Memerintatikar. Terlapor winek anenghentikan dan 1idak mengulang

kemball kegiatan promosi berupa Progroim Geser Kompetitor atou bentul
lain yang sejenis.”

B. Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2005

Perkara ini berawal dare suatu laporan masyarakal yang pada pokoknya
melaporkan balwa PT Carrefowr Indonesia (dalam hal ini Terlaper) diduga
melakukan persaingan usaha tidek sehat dengan cara mencrapkan syarat-syaral

perdagangan (fruding ferms) yang memberatkan para pemasok dalam rangka

Wipatssan Nomor 067K PPLE-L/20D4, hal. 56-57,
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bersaing dengan petaku ussha Jain dalam pasae modern seperti Glant, Hero,
Hypermar, dan Clubstore. Syoarat-syarat perdagangan  tersebut  diduga
menghambat para pemasok dan pesaing Terlapor dalam menjalankan usahanya.
Atas perilakn atac tindakan terscbut Terlapor didugs melanggar Pasal Pasal 19

huruf a dan huoraf b, serta Pasal 25 ayat (1} hwuf a Undang-Undang Nomeor 5
Tahun 1999.'%

Syarat-syarat perdapgangan (frading terms) yang dianggap memberatkan
para pemasok tersebut antara lain memuat ketentuan mengenal listing fee, minus
margin, fixed rebate, pembayaran (lerms of payment), regular discount, common
assortment cosi, operting cosi/new store, penalfy. Biaya syarat-syarat perdagangan
tersebut rata-rata mencapai 20% dani nilal penjualan produk masing-masing

pemasak,

Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pomeriksaan lanjutan,
Majelis Komisi sampat pada kesimpulan bahwa Terlapor terbukt melanggar Pasal
19 hurof a, Schaliknya Majelis Keomisi tidak menemukan buktt adanys
pelanggaran Pasal 19 hourul b dan Pasal 23 ayat (1) huref 2 Undang-Undang

Nomor § Tahun 19858,

*2pasal 19 huruf a dan b mengenal penynasaan pasar dengan menghalangt pesaing dan
menghalangi kensumen pesaing, vaag selengkapnya berbunyi: "Pelaky woha dilarang melakukan
saty atau beberapa kegiotan, hatk sendiri weuprir bersana pelaku wsuha lain, yong dupa
mengakibaikan ferfadinga profick monopoli dan atau persaingar usaha tidak sehat berupua: fo}
menglak dan alan menghatangl pelaky vsai tertemn nntak melaknkan kogioton usaha yang sana
pade pasar bersangkuwion; aiee (B mengholangi konsumen aten pelanggan pelukn uscha
pesaingrya unink tidak molatukan habungan usaiv dengan pelaki usehe pesaingrya itn”

Pasar 25 ayat {1} lweruf o mengenal penyvalahgunans posisi dominan yang selengkapnya berbunyi:
“Pelukv usaho dilurong menggmokan posisi dominan baik zecara fangsung moupun fidek
langsung untnk menetapkon syaral-syarat perdapangan dengan twjuen sk mencegad dan artau
menghalengi konswmen wemperolel bavang don atas josa yang bervaing, baik davi segi barga
manpun kualitas, ”
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Penerapan rude nf reasor dalam perkara ind dapat dihhat dari penilaian
pemenuhan unsur Pasal 19 hurut a yang mensyaratkan adanya akibat berupa
terjadinya prakiek monopeli dan sten persaingas ussha (dak sehat. Majelis
Komigi dalam hal ini mempertimbangkan pemenuhan beberapa unsur Pasal 18
bhuruf a, vaitu: unsur pelaku usaha, unsur kegiatan menghalangi pelaku usaha
terfentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersanglutan,
unsur pasar bersangkutan, unsur persaingan usaha tidak sehat. Unsur yang terakhir

inilah yang dapat dilihat scbagai rufe of reason dalam perkara ini.

Dalam mendefinisikan para pesaing di dalam pasar bersangkutan, Majelis

Komisi diantaranya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:'®

“Bahwa pasar tradisional dan pasar modern tidak bersaing secara
langsung kareng memiliki korolderistik yang berbeda dilihat dori sistem
penfualan produk yang terletak di satu tempal atav beberapa tempai,
dapal tidaknya konsumen menawar harga produk vang akan dibeli, ada
tidaknya label harga, dapat tidaksya konsumer memilih sendiri produk
yang akan dibeli dan kenyamanan berbelanjn,

Bahwa pasar modern dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu
mintmarkel, supermarket don hypermarkel.

Bakwa ketiga kelompok pasar modern rersebut ldok bersaing secara
langsung soru sama lain dilihat davd jumich item produk yang dijudl, luas
bangunan geraiftoks dan jumlah mesin cash register.

Bahwa secara Khvisus kemompron  bersaing masing-masing ketiga
kelompok pasar modern tersebut berbedo-beda berdasarkan karakieristik
bisnis dun seginentasi konsumen. Karakteristik bisniy dimaksud antara
lain  berkaitan  dengamprice  strategy,  pola  disiribusi,  hemampuens
permodalan dan pola Investasi, Sedangkan segmentasi konsumen yang
dimaksud adatoh berkaitan dengan pola belanja harvian, mingguan doan
buianarn.

Bahwa muasing-masing  kelompok  pasar modern memiliki konsumen
masinganusing, sehingga fidak mempengaruhi beralilnya konsumen dari
satu kelompok pasar modern ke kefompok pasar modern yang lain,

Bahwa AC Nieisen mengelompokan brond siore yang iermasuk dalom
kategori hypermarket, yaitu: Terlapor, Makro, Giant, Hypermart, Alfa dan
Chubstore.

¥3pgrgzan Nomor DZ/KPPLIL/2003, kal. 72-73.
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Bakwa Makre bukuy merupakan pesaing langsung dart Terlapor kavena
Makro menjuad produknye secara grosir, hukan secara eceran, Selain ftu
konswmen Mokve wmerupaken peritel sedengkan konsumen Ferlapor
merupakan konswanee akiiy,

Bakwa Alfu bukon merapakan pesaing langsung dari Terlapor korena
Alfa memiliki dua konsep yaitu, konsep toko gudang rabat dan konsep
supermarkei vang keduanya tiiak bersaing secara langsung dengan
konsep hypermearket. ™

Hampir mirip dengan putusan sebehumnya, Majelis Komisi dalam Putusan
Perkara Nomor: G2/KPPU-L/20G5 juga belum menyajikan analisis ekonomi yang
menggambarkan baliwa produk yang dijual oleh Terlapor bukan merupakan
substitusi dari preduk yang dijusl cleh pasar modemn, supermarket, minimarket,
dan pasar tradisional, Unink kategeri pasar tradisional, mungkin alasan yang
disajikan Majelis Koniisi akan dapat dipahami, karena perbedaan yang mencolok
dan sistem penjualan, display produk, dan kenvamanan konsumen dalam
berbelanja memang jaul berbeda antara pasar fradisional dan pasar moderen.
Namup antuk kalegori supermarket dengan hypenmarket, mungkin alasan yang
dikemukakan oleh Majelis Komisi masili dipentanyakan, mengingat alasan yang
disajikan merupakan argumeniasi vang lebih menekankan pada konsepsi dan
strategi dari pemasaran, bukan apalisis ekonoini vang menggambarkan pergerakan
konsumen scbapai akibat darl pergerpban harga vang lerjadi, Majelis Komisi
dalarmn perkara ini sepcriinya masih lebih memperlimbangkan pada pendapat
berbagai pihak, baik Terlapor, saksi pelaku usaha lainnya (seperti Makro, Alfa ,
Hypermart, dsh), dan lembaga survey independen, uniuk kemudian diambil

kesimpulan secara umum,

Dalam menguraikan snsur persaingsn usaha tidak sehat, Majelis Komisi

mempertimbangkan pencrapan persyaratan minus margin yang dilakukan Terlapor
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terhadap para penusak dalom rangks mengbadapl persaingan di pasar ritel
modern. Pertimbangan Majelis Komisi terhadap persyaratan minus margin ini

dapat dijelaskan sebagai berikur:'®

“Bahwoa pokok permasalahan dolam perkora ini adelah persaingan
amara Terlapor dengan pesaing Terlapor dalam memasarkan product
market df pasar bersangkutan,

Bahwa pesaing Terlupor di pasar bersanghutan adolah Giant, Hypermart
dan Clubsiore,

Batwa dalam rangke menghadapi persaingan di puasay bersangkutan,
masing-masing peritel modern menerapkan strategi pemasaran uniuk
menarik konsumen dengan caora memberikan harga yang termurah.

Bahwa kebijakan dalam merentukan harga jual produk ke konsumen
merupakon wewenang masing-masing peritel modern.

Bahwa pemasok biikan sebagai pihak yang menentukan korga jual produk
ke komsumen tetapl pemasock hanya dapat mempengaruii periiel modern

datam meneniuxan harga juel dengan cara membgrikan recommended
seliing price.

Bahwa disamping strategi harga, peritel modern juga harus mewjaga
kelengkapan fenis produk vang dijual di gerainya sebagat daya tarik bagi
konsumen uniuk barbelanja.

Bahwa konsumen daiam memilih tempat berbelanja di pasar bersangkutan
sangat mempertimbangkar harga yang murah don kelenghapan jenis
produk.

Bahwa penerapan persyaratan mivus marigin vieh Terlapor adalah dalom
rangka menghadapi persaingan di pasar bersangkuton.

Bahwa penerapan persyaratan minus margin adatah upaya Terlapor agar
harga fual pesaing Terlapor tidak lebih wural dibandinghen dengon
rarga jual Terlapor di pasar bersanghutan.

Bahwa  penerapan persyaratan  minus  margin sleh Terlupor
mengakibatken berkurangnya item produk di gerai pesaing Terlapor
mengakibatkun  berkurgngnye daya saing pesaing Terlapor di pasar
bersanghkutan,

Bahwa penerapun  persyaratan winus margin oleh Terlapor juga
mengakibatkan harga fual produk Terlapor dijadikan sebagai pedoman
harga bagi pemasok sehingga pesaing Terlopor iidak bebus umiuk
menentukan harga jual yang lebih bersaing kepada konsumen di pasar
bersanghuian,”

putusan Nomor 02K PPU-L2005, hol. §2-84.
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Mencermali uraian dan penilaian Majehs Konusi dinag, tampak bahwa
kesimpulan telah terjadingu persaingan usaha tidak schat masih didasarkan pada
analisis atax esensi suatu perilaku atav tindakan yang dilakukan pelaku ssaha
{dalam hal ini Terlapor). Berbugal pendapat dan keterangan dari Terlapor dan
beberapa saksi dirangkmn urtuk akhimya diambil suatu kesimpulan, Savangnya
analisis ini belum diserial depgan analisis atas datz empiris seperti data
pergerakan permintaan alsy penurunan pasokan yang dialami oleh pesaing
Terlapor pada saat persyaratan minus margin dnerapkan oleh Terlapor. Majelis
Komisi dalant hal ini sepertinva lebih menckankan pada penilaian terhadap cara
bersaing Terlapor yang menghambat persaingan vang dalam jangka panjang atau
pada saat vang akan datang akan dapat berdampak pada kerugion konsumen.

Secara unum dapat dilihat bahwa Majelis Komisi dalam perkara ini
menilai damﬁak terhadap persaingan sebagai bentuk rufe ¢f reason dengan
berusaha menjabarkannya sesual dengan definisi persaingan vssha tidak sehat
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Penerapan minus margin dinilai
sebagai perilaku atau tindakan yang berpotensi menghambat persaingan usaha
di pasar ritel mederen yang pada akhirnya nanti akan mengurangi pilihan

konsumen baik kualitas maupun harga produk.

Terhadap pelangparan yang telah dibuktikan di atas, Majelis Komisi

menjatublan sanksi berupa:'”

“Memerintahkan  kepada  Terlapor wuuk  menghentikan  hegiatan
pengenaus persyaraian minug margin kepada pemasak,

Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Bp. 1.500.000.000,- {satu
mitiar lima rains jizta Ruplah) yang karus disetorkan ke Kas Negora
sebagai satoram pencrimaan negarg bukarn pajak Departemen Kevangan

Wpatmgan Nomor 024 ERU-L20035, kal, 89,
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Divektorat Jesderal Perbendaharaan Kamor Pelayvanan Perbenduharaen
Negara (KPPX} Jukarig 1 yang beralamat of . I H. Juanda No 19,
Jakarier Pusal melalui Bank Pewerintoh dengaon kode penerimaan 12127

C. Putusan Perlkara Nomor 07/KPPU-L/2007

Perkara ini meropekan perkara laporan dari masyarakat yang pada
pokoknya melaporkan bahwa kelompok usaha Temasek memiliki  saham
mayarifas pada 2 {dua) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang
yang sama pada pasar bersangkutan yang sama yaitu PT Telekomunikasi Selular
dan PT Indosat, Thk., schingga kelompok usaha Temasek diduga melanggar Pasal
27 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999."° Selain itu laperan juga menyebutlan
bahwa PT Telekemunikasi Sclular mempertahiankan farif tinggi dan melakukan
penyalahgunaan posisi dominan dengan melakukan pembatasan teknologi,
sehingga PT Telekomunikast Scluler diduga melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal 25

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999.'%

Kepemilikan sabam oleh Temasck pada 2 (dua) perusshaan vang
melakukan keglatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang
samma yaitu kepemilikan i Telkomsel dan di Indosat. Telkomsel dan Indosat

tersebut  mengingat  kedua  perusshaan  sama-sama  memiliki | lisensi

Mpasal 27 huraf o mengenal kepemilikan sahiam silang, yang sclengkapnya berbunyi!
“Pelain usehu dilarang memiliki salwen mayoritay padae beberapa perusahaon sefenis yang
melakukan kegiatan wsahe datam bidung yang soma podan pasar bersanghutan yoang sama, atou
mendirikan beberapa perusainen vang memitiki kegiatom usgha yveng soma pade pasar
bersanghutan yung sava, apabile kepewiifikan tersebut mengokibatkan: setn pelaku wyohe gtou
saty kelompok pelaks usaha mengnasai lebil dari 5096 (fhwe putuh porsen) pangsa pasar saiu
Jewis barang atau java tertess. "

“Thasal 17 ayat {1 mengenal prakiek monopoli, yang selengkapoya berbunyl: “Peloku
usaha difarang melakukon penesasuan atas produksi dan atau pemasaran barang don ofau jasa
yang dapat mengakibaikon terjadinge proktck Monopoli dan atan persaingan wsaha tidak sehat. ™
Pasal 25 ayat (1} bursf b mengenai ponvaiahganaan posisi Sominan, yang selengkapnya berbunyi:
“Peiaku wsaha dilarang menggunakon posisi dominan baik secara langsung moupun tidak
longsung wntuk menclopkan svarat-syaral perdagangon dengan ot uninll membatagi  pasar
dan pengembangon reknologi.”
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penyelenggaraan scluler di Indonesia dengan musing-masing memiliki produk
prabayar dan produk paskabavar. Telkomsel memiliki produk prabayar dengan
nama Stmpati dan Kariu As, sedangkan produk paskabayarnya dikenal dengan
nama Kartu Hale. Indosat mensiliki produk prabavar denpan nama Mentari dan

IM3, sedangkan produk paskabayarnya dikenal dengan nama Matrix.

Telkomsel vang berdiri tahun 1995 pada awalnya dimiliki oleh Telkom
{42,5%, Indosat (35%), PTT Telecomn BV of Netheriand (17,28%) dan PT Setdeo
Megacell Asia {5%). Tahun 2001 Indosat melepas kepemilikan saham di
Telkomsel kepada Telkom sebagai konsekuensi dari Kepmen 72/1999 vang
mengharuskan dikapuskannya kepemiliken silang Indosat dan Telkom di beberapa
anak perusashasnnya. Pada akbiv tehun 2001 SingTel Mobile {SingTel)
mengambilalib saliam yang dimiliki oleh PTT Telecom BV of Netherland, PT
Setdco Megacell Asia dan sebagian saham milik Telkom, schingga total
kepemilikan SingTel Mobile menjadi 35%. SingTel Mobile merupakan bagian

dari kelompok ussha Temasek (Temasek Holdings Pte Lid).

Pemerintah RI vang pada awalnys memiliki scbagian szham di Indosat,
pada bulan Desember 2002 berkurang kepemilikannya hanya menjadi 14,44%.
41,5% saham di Indosat sejak saat ity menjadi milik Indenesian Technologics
Limited (JCL} vang wmerupakan anak perusahaan Singapore Technologies
Telemedia (STT). $TT merupakan bagian dari kelompok usaha Temasek

{Temasek Holdings Pte Ltd).

Setelah melakukan pemeriksaan pendzhuluan dan pemeriksaan lanjuutan,
Majelis Komisi sampai pada kesimpulan akhir bahwa Terlapor Temasek

Holdings, Pite, Lid., Singapore Technologies Telemedia Pie. Lid,, 81T
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Communications Lid., Asia Mobile Holding Company Ple. Lid., Asia Mobile
Holdings Pie. Lid. Singapore Telecommunications Lid., dan Singapore Telecom
Mobile Pte. Ltd. werbukii secara sah day meyakinkan melanggar Pasal 27 horuf a.
Selain  itu, Majelis Komisi juga menyimpulkan  bahwa  Terlapor PT
Teleckomunikasi Selular (Telkomsel} terbukii sceara ssh dan menyakinkan
melangpar Pasal 17 ayat (1), namun Terlapor PT Telekomunikasi Selular tidak
terhbukii melanggar Pasal 235 ayat (1) hural & Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1959,

Majelis Komisi dalam perkara ini sepenuhaya menerapkan ride of reason
untuk membuktikan pelanggaran Pasal 17 aval (1), Pasal 25 ayat (1) huraf b, dan
Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 vang diduga dilakukan

oleh para Terlapor.

Dalarn mendefinisikan pasar bersangkutan, Majells Komisi diantaranya

mempertimbangkan hal-hal berikut: %

“Bahwe dalam Laporan Hasil Pemeriksaon Lawjutan (LHFPL) Tim
Pemerikse mendefinisikan Pasar Bersangiuion dulom perkari ini adaloh
layanan telekomunikasi selulor di seluruh wilayeh Indonesia. Penentuan
tersebut berdasarian analisis produk, kegunaan dan harga serta cokupan
wilayah geografis, (vide Pasal 7 s.d Pasad 9 UU No. 3671999 Tentang
Telekomunikasi, Pazal 9 wyat (2) PP No. 32 Talun 2000 Tentang
Penvelenggaraan Telekomumikasi, KM 33 tahun 2004 Tentang
Penyelenggaraan jaringan fetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas
terbutas.

Bahwa terhadap definisi pasar bersanghuian di aias, dalam tanggapan
dan pembelaannya Temasek, STT, STTC, AMHC, AMH, ICL, ICPL, pada
pokoknya tidek sependapat dan menyatcken bahwa  fayanan  Fived
Wireless Accessftelepon telop berperak (FWA) harus dimasukkan ke
dalam defivisi pasar bersanghutan kavena mempertimbanghan bubnea
Sfaktor mobilitas tidak dipandang penting oleh konsumen Indonesia serfa
adonya clastisitas silang yong tingygi anmtara FWA dan Public Switched
Telephone Netword/elepon tetap (PSTN) terhudap Ioywan seluler.

®putusan Nomor $T/KPPU-L007, kal. 391-594,
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Balnva terkait dengan definisi pasar produk, Majelis Komisi berpendapat
sebagui herikul.

a. Meski porsi pengguiaan SEL velatif kecil dibondingkan dengan total
penggunaan panggilan oleh seluler sebugaimana dikutip ofeh AMH,
ICL, ICPL duri laporan konsuftenr ekonomi Case Associate (C4) iahun
2007 peide Bukti C1205, penggunu selwler menilal jasa seluler tidak
semcia-mata didasarken ates kegnmaannya untuk memanggil namun
Juga uniuk menerima panggiian. Majelis Komisi berpendapat bakwa
Jaktor mobilitas (eiap merupakan pembeda peniing bagi pelarggan
sefuler yang tidak didapuotkan dari layanan FWA. Karakter produk ini
sefalon dengan faporan kensultan ekonomi Nera Consulting (Nera)
tahrun 2007 yang dokumennya disertakan dalam lampiran pembelaon
darn tanggapan SingTel dan Singtel Mobile, Dafams laporan Nera,
dinyatakan dengan tegas bakwa kansumen tidak mendapatkan layanan
mobilitas dari FWA4 scbagaimana yang kossumen dapothan dari
layanan seluler, sehingga Nera tidak memosukkan FWA ke dalam
pasar produk layanan seluler;

b. Selain ifw, Telkomsel menyatekan dalom pembelaanya yeng tertuliy
ot paragraf 10 bohwa layanan FWA merupokon komplementer
bagi layanan seluler: " Dilthat dori kavamata pelanggan, karakteristik
FWA dan seluler merupakan layanan yang bersifat komplementer.
Pelanggan dapat memunfuatkan keunggulan FWA dari segi tarif untuk
berkomunikasi lokal dan memafestkan luasnya jeringan selular
uniiik komunikasi yang bersifat intensif. Karena ity, karakieristik FWA
dan Selular saling melengkapi.

¢. Hasil survey konsianen vang dilakikan oleh Tiny Pemeriksa Lanjutan
yang tertuang dalam {ampivan LHPL memujukan bahwa kenaikan
harga hipotesis 3% darn 18% tidak menyebabkan adoya responden
yang berhenti menggunakan S ketika beraiih ke PSTN, dan hanya
terdapat 2,23% vesponden vang bersedia berhenti mengsgunakan GSM
ketike beralib ke FWA. Angka tersebut memberikan pengertian bahwa
peralihan pengguna GSM ke FIWA dan atew PSTN adaich inelastis
altan bukan swbstitusi

Bahwa Muyjetis Kowmisi fiduk menammiban kesaiahan Tim Pemeriksa dalam
mendifinisikan pasar produk delam perkara ini, yoitu layanan seluler
vang di dalamnya tidok termasuk FIFA dan PSTN.

Bahwa dalwn laporannye Tim Pemeriksa menentvkan babwa pusar
geagrafis dalam perkara ini addalah nasional, dengan dusar adanya
kompetisi yang mempengaruhi harga di seluruh wilayah Indonesia,

Bahwa Temasek, STT, ST1C. AMHC, AMH ICL, ICPL, SingTel dan
SingTel Mobile tidak menoluk defirisi pasar geografis dari LHPL,

Bahwa dalam tanggapan don pembelaamya, Telkomsel puda pokekrnya
menyatakan bahwa pasar geografis bukanlah nasional, namun hanya

mencokuy wilayah yang lebih sempil dengan alosan setiap daerah
memiliki potensi, karakter don tamtangan yang berbeda.
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Bamva  selanjutnya,  Majelis Komisi berpendopat balwa  dalam
mendefinisikan pasar pengrafis doput didasarkan pocka ekanan kompetisi
dan hargo pada sate fokosi vany dipengaruli olelt kompetisi dan harga di
lokasi iain. Adanya pengarah rersebur menjadikan kedua seilayah menjadi
satu pasur geografls yung Hduk dipisahkan. Fengaruh tersehut dapat
dilthat dari pola perubafian horga f kedun wilgyeh, Hal Ini sejalon
dengan perndapot Nera pade laporannve hadoman 20 fvide Bukii C312}
yang dikutip dari Carlton, Perloff dodam bukn Moders Industricd
Orgonization edisi 3 halaman 46: The geographic limit of the market is
deiermined by answering the question of whether ai increase in price in
one location substanticlly affccts the price in another. If So, Then both
foeations ave in same markef.

Balowa memperhatikan hal tersebud, Majelis Komisi menemukan bakwa
stardar dan harga layenan sefuler adalads sama secara nasional ..

Bahwa dengan demsikion Majelis Komisi menyimpulkan definisi pasar
bersanghutanr dalom perkara i addloh industri layancr telekomunikasi
seluler di selurnh wilayah Indonesin,

Lebih maju dari putusan-putusan sebelemnya, tampak beshwa Majelis
Komisi dalam Perkara Nomor: 0FWKPPLULL/2007 mulal menyajikan data
ekonomis dan sckaligus analisisuyva vang dikuatkan dengan hasil analisis dari
pihak ketiga. Disamping itu Maiclis Komisi juga mempestimbangkan pendapat
berbagal pihak dan juga tanggapan dari para Terlapor, sebelum menstapkan
definisi pasar bersangkutan vang akan digunakan dalam perkaa inl. Data yang
disajikan adalah data hasi survey dari Tim Pemeriksa yang telah dilakuken untok
melihat perilaku konsumen apabila ferjadi kenaikan harga GSM, FWA, dan
PSTN. Dari survcy tersebut diperolch data bahwa konsumen GSM tidak akan
tertarik untuk pindah ke FWA atau PSTN apabila wrjudi kenatkan harga OSM
sebesar 5%. Penvajian dala survey tersebut mcrupakan kemajuan vang cukup
signifikan dalam pendefinisian pasar bersangkutan dalam perkara persaingan di
KPPUL Fakta lain yang menjadi pertimbangan kuat dalam mendefinisikan pasar
bersanghkutan adalah fakta bahwa standar layanan dun harga GSM adalah sama

secara nasional, Berdasarkan hal inilah Majclis Komisi berkesimpulan bahwa
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(G8M bukan substitusi dari PSTN atan FWA, Mencerimati hal ind, dapat dikatakan
bahwa Majelis Komisi telah  wmemperombangkan  aspek  chonomi  dalam

mendefinisikan pasar bersanghkutan.

Terhadap pembuktian pelanggaran Pasal 27 Undang-Undang Nomor §
Tahun 1999 yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek, Maielis Komisi
menguratkan pemenuhan 3 (tipa) unsur yaitu unsur adanya pelako usaha, memiliki
saham di beberapa perusahaan, menguasai pasar, unsur perilaku penyalahgunaan
posisi daminan, dan unsur dampak ncgatf terhadap persaingan. Pertimbangan

Majelis Komisi dalam menilei unsur menguasal pasar, diantaranya sebagal

berikut:*®

“Bamwa Thn Pemeriksa hanye menggunakan dafa teniang 3 aperalor
terbesar dalam indusiri seluler, yukei Telkomsel, PT Indopsar, Thk
(Indosat} dan PT Excelcomindo Protama, Thk (X1} sebagai dasar
analisis ekonami dan mengukur kondisi kamnpetisi i pasar bersanghkutan,

Bahwa Telkomsel menuliki pangsa pasar terbesar di pasar bersanghkutan
bertarut-turut sejak tahun 2001, dengan rata-rata pendapatan dalam
kurun tahun 2001-2006 adadeh Rp 14.780.080.000.000,00 {empat belas
triliun tyjuh ratus delapan pufuh mifvar delapan puluh juta rupiak) dan
raig-vats pangsa pasar settap tahun adalah 61.24%,

Bahwa pangsa pasar Indosai wengalmmi fluktuasi penguasasn pangsa
pasar, dengan meiliti kecenderungan lurun setelah talhe 2004, Rata-
rate pendapatan seluler fahunan Indosat dalam kurwr wakiu 2001-2006
adalah Rp 3.893.610.0600 006,00 (iima triliun delapaw ratus sembilan
puluh lima ptliar enan ot sepulvh juia rupiah) dengen rata-raia
pangsa pasar sebesar 25, 15% setiop: taimin,

Bahwa pangsa pasar XL mengalami pernunan seielah rahun 2001 dan
berfluktvast antara 9-117% untuk kurun 2003-20006, pavgsa pasar rafa-
rata datam kuran 2001-2006 adalah 13,619, Pendupatan rata-raida
tahunar XL senilai Rp 2.720.390.000.000.00 (dua triliun tyjuh ratus dus
pulub mifiar tina ratus sewmbiian puluh jrea rupiah).

Bahwa dalam pembelaannya ST, STTC, AMHC, AMH, ICL, ICPL pada
pokoknya menyatakan balnva Thn Pemeriksa seharusnye memasukkan
data lteniang operator huin selain Telkomsel, Indosat dan XL dalam
menganalisis pasar bersanyghuian,

Woutsan Nomor 87K EPULL2007, . 638-641,
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Bahwa Majelis Kowddsi memdtiand bafovo berdasarkast definisi paser
bersangkutan yang dikenndiakan dolom LHPL, peleky wsaha yang
terdapar  di  dalepunya  tidak wya Telkomsel,  Indosat dan XL
Berdasarkan perhittmgan pungya pelangyan diketahint bahwa Tetkomsel,
Indosat, dan X1 menguasal 97% pelanggan pasar bersanghutan..., pangsi
pasar operator Mobile-8 pudu talum 2006 honya menguasai pongsa
1,72% apabila pasar bersangkuian lerdivi dari 4 operator ferbesar.
Kecilnya pangsa pasar seriy wiayah cakipen operasi yang dimififki
operator-operator di luar oleh Telkeomsel, Indosat, dan XL tidak akan
memiliki pengaruh yang muerial dalom andlisis kendisi persaingan
dalam pasar bersanghkuiun.

Bakwa dalam anglisisnya, NERA Consulting juge hanya menggunakan
daia Telkomsel, Indosai, dan XL,

Bahwa herdaserkon wraiterwraion tersebiui, Majelis Komist menilai
bakwe analisis ekonomi dan kendisi persaingaen pada pasar bersangkutan
oleh Thn Pemeriksa cuxup menggunakont data 3 operator besar.,

Bahwa bakwa sejak terjadinyg kepemilikon silong, pangsa puasar
Telkomsel dan Indosat secora bersama-scma mengalasni peninghaton
signifikan dengan ratu-rata 89.61%. Jundoh tersebut selalu lebin dari
50%.”

Pertimbangan Maiclis Komisi dalam menilal vnsir perilaku penyalabgunaan

posisi dominan, diantaranya sebagai berikot:''°

“Bahwa Tim Pemeriksa nmengmukan fokia yong tidek dibunioh oleh para
Tertapor yang menmpyukbon dalam pesisinya vang penting sebagai Wokil
Direttur Utena Indosat (Kaizad B. Heerjee), tidak melakikan upaya yang
maksimod dalam menentukan metode peinbangunan jaringan Indosat yang
mengakibatkan kelerltambotan pembanguran jaringan Indosat selama 9
(sembilan) bulan pada tahn 2006.

Batwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang tidak dibantas oleh para
Terlapor buineg sebanyak 4 (emipat) direksi Indosat telal melaporkan hal
keleriombatan jaringen tersebut kepada STT wuauk segera mengambil
tindakan terhadap Wakil Divekiwr Llama Indosof yang merupakan
nomirasi STT. Namum hingga saat int lidek ada tindakan yang dilakukar
STT sebagal pemegang saham vang wmenominasikan Wakil Direktur
Lrama.

Balwea Tim Pemeriksa menemukon jfokia peniing pembangunan BITS
sebagai wung tombuk deiam bisnis yeny bersifat joringan. Hal inf pun
telah disadari oleh direksi Indusal, namat tanpa adunya keputusan yang
diambil pikak STT sebaged pemegunyg sahoam  ferkait permasalahan
tersebut, maka hal tersebut menyebabkor pembangiinan jaringan Indosat
mengalami perlambatan.

2putusan Nemor OWKBPU-LZ007, hal. 641-644,
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Balneg keterlambatan pambangunun jurbigan Indosar nampok pada grafik
penguasaan pangsa BES. Puirsya BTSN Brdosed meniiliki kecenderungan
menurun dibondingkun dengun para pesaingnye yang justry meningkat,
Pada akhiv 2006 pemurunan pungse BIS Indosar mengakibatkan porsi
penguasaannya tersusid oleh XL Hal rersebut sebagabmana ditunfukan
oleh iabzl dan graofik di bowah ind,

Bahwa berdasarkan tingkai pertumbnhan BTS masing-masing operator,
tampak  bahwa agresifitay  kvmpetist Indosar  rvelatif lebih  lambat
dibandingkan kedua pesaing lalnnya, Meski tingkot pertwinbuhannya terus
positif poda setiap tahun, nunum tingkad pertumbuhannya fersebut lebih
lambat dibanding vang lainnya. Perlambatan tersebt iterlihat pada

perurunan tingka! pertumbuhan 878 pada tohun 2006 dibandingkar
2005,

Batwa dengan demikion, Majeiis Komisi menyinpulian bahwa baik wakil
STT di Indosat maupun STT sendiri tidek mengambil langkah-langkak
Strategis uniuk kemafuan fndosat meskipun mengelahut longhah-langkah

tersebul dibutubkan demi semajnan Indosai dan berkompetisi di pasar
seluder.”

Blalam menguraikan unsur danipak nepatif techadap persaingan, Majelis
Komisi 5 (lima} hal, yaitu: kompetisi dalam indusiri seluler, price leadership,
tingkat harga, lingkat profit, serta kerugian terhadap konsumen. Pertimbangan
Majelis Komisi dalamy mentlat indostri scluler di Indonesia tidak kompetitif,

diantaranya sebagai beriku: !

“Bahwa delam LHPL, Tin Pemevikst pada pokoknya menyatakan
pertumbuhan BIS Indosat yang melamban dibandingkan pesaingnya yang
lain  memberikan  kelelwoscan  bagi  pewmain  dominan  wniuk
mengoptimatian kekuaian pasaraye {markel power) mengingat Indosat
merupakan pesaing terdekar  dari pemain  dominan,  Melambannya
agresifitas  pesaing  terdekar davi pemuin dominan  dalam pasar
bersemghkutan pada perkare ini menyebabkan pasar tidak kompetitif
dengan dinmjukkan adanve tingkat konsentrasi yang tinggi, harga yang
eksesif, price Teadership, sexta chsesif profit.

Babwa dalam pendapat aton pewmbelacnnya, ST, STIC, AMHC, AMH,
ICL, dan ICPL pade pokoknya menvatakan investasi BTS bukan
merupakan  indikator  tingkat  persaingan. Dalam pendepat  atau
pembelaannya, ST, STTC, AMIC don Telkomsel pada pokoknya
menyaiakan pasar seluler adalah kompetitif dengon mendasarkan bukti
pada sejunlah besar operator telepon bergerak dengon pangsa pasar
yang lebil dari 1% Lebih lonjnr dalans pendapad ataw pembelaannya,

Wputasan Nomor 0T/KPPULL2ED7, hal, 544647
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AMH ICL, ICPL  Singlel dee Stadel Mobile pada  pokoknya
menyaiakan balvg bukli adeona kuopetisi didusarkan pade (1) Average
Revenue Per User operator telepon selidar welah rurun amiara tohun 2002
- 2008, fii) Perusahoan ponvedia jaringan selufer di Indonesiac mengalani
churn rate bulanan yang ingyi berdaserkon standard Internasional (yvang
merupokan  indikasi adanva jumiah signifikan yang  berganti-ganti
carrier ).

Bohwa terhadap pendapai i atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa
bisnis seluler wmerupakan bisnis joringan dimana  konswmen  akan
memperhatikan ketersedioun layanon atay covergge dan kuclitas Inyanan
yvarng berbanding hous dengon jumiah BTS. Sebagai industri yang
memiliki  network  effect.  industri seluler  okan  bersaing  dalam
meningkatkan network effect bagi pelanggon. Sehingga pertambahan
Jumiak BIS merupokan instrimen uniuk memenangkon persaingan antor
operator sefuler dalam meningkathan nefivark effect, Sebagai salah satu
buktinya, Telkomsel menerapian sirategi “Invest Ahead of Growth” (vide
pendapat ataw pembelaan Telkomsel), yang secara hmplisit Telkomsel
menganggap investasi BTS adulah hal yang penting bagi pertumbuhan
perusahaon, Sehingga, imvestasi BIS merupakan salah safu indikator
penting dari persaingan pada pasar bersanghuian.

Bahwa dalam menyatakar jumiah operator yvang banyak, SIT, STTC,
AMHC, don Tetkomsel wmengiitseriakan aperator-operaior yang tidak
masuk ke dalam pasar bersangkuton pada perkara ini. Majelis Komisi
memahami balowa secara junlah, pelaka usaba dalam pasar yang banyak,
sering dijadikan whuran resdaiwya enfry barier dolam suotu indusiri,
Nesnun demikion, jumlall operotor yang banyok padn kondisi tertentu
tidak dopat dijadikan indikast pusar yang kempetitif tanpa memperhaiikarn
pengarnhmya  dalam  enurunkon market power atau  meningkatkan
tekanan kompetisi, Hal ini levbukd dengan penguasaan pangse pasar
Mobie 8 yang hanye merail sebesar 1,729 dalcon wakin 3 (Higa) tahun.

Bahwa menanggapi dalil Temusek, STT, STTC, AMHC, AMH, ICL, ICPL
terkait dengan ARPU Majelis Komisi berperndapar bakwa semakin
menurmmya tingkat ARPU belum teniy menunjuiian tingginya tingkat
persaingan di Industri relepon seluler, pomrrenya tingkat ARPU bisa saja
dizebabkan tingginya jumloh penggune yang konsumsi rafa-ratanya kecil
yang disebabkan tingginye larif ielepon seluler. ARPU adalah Average
Revenue Per User yang menunfihfcr iingkat pendupotan rata-rata
operator sehider per sefiap pelanggon.

Bakwer menanggapi datil Temaser, ST, STTC, AMHC, AMH, ICL, ICPL,
Singtel, Singrel Mobile, Tetkomsel terkait dengan ARPU Majelis Romisi
berpendapat balnea tingkat churn rale pang merupakan ukuran karty
hangus didasarkan pada data yang didasarkan pada jumlah pelanggan.
Saar ini, pendefinisian pelanggan akiif don tidak akiif oleh operator
selider di Indonssia masih berbeda-beda sehingga chuvn rate setiap
operatar diduserkan puda definisi pelanggan altif yang tidak sama,
Selain i, tingkat chuwrn rate yang tinggl daepat dischabkan marahnya
harga starier pack dengem nilal pulsa yang relatif tinggi, hal ini
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menyehahkan banyaknya sturier pack yey divunakan sebagal calling
card. Kennmgkinen lain. pelunggan dapat saja beralih menggunakan
suatu nomor nomwn berpindalt pada somar dari operator yung sema
Alasan-afusan tersebut mengakibathun penggunaan clorn rgle sebagai
indikator tingkat kompetist adalals tidak konsisien, Hal ini sesugi dengan
laporan NERA peda holaman 32 parageaf 173 yaine From Ecoromic
viewpaeint, the corvelation between churs reies and competition is nol very
clear. For instance, high average churn rede might be the result of one
corrier’s inferior guality of service and huve nothing at all 1o do with the
level of compeiition. ™

Pertimbangan Majelis Komist dalam menilai  terjiadinya price {eadership

diantaranya sebagai berikut:''?

“Boinwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa pade pokokwya menyotakan
meskipun terdupat variast harga di pasar, terdapat pergerakan harga jual
ritel jasa layanan selufer yany memberiken indikasi perilaku antie
persaingan,  [ndikosi tersebut dibuathan  dengan  adunye  periiaku
penetapan harga yang relotif winim flolktvasi. LHPL mendasarke:
kesimpuian tersebut pola pergerakan harga Telkomsel Indosat, dan XL
yang dijelaskan pada paragraf 97 s.d, 103 LHPL serta analise statistik
pola perubahan harga antara Telkomsel dan Indosat yang dijelaskan pada
paragraf 148 5.d 153 LHPL.

Bahwa dofent pendapar atau pembelaannya, Temasek menyatakan buhwa
rabel 5 dalom LHPL pastre harns dijadikan bukti hatwa tidek terdapat
price fegdership.

Bahwa SingTel dan Singlel Meobile menyatahan pada pokoknva bahwa
Justry price perolellisp menunjuken adanya kompetisi.

Bahwa wmenangeapi dolif dart STT, STIC, AMIC, AME, ICL dan ICPL,
Muajelis Komisi sependapat bahwa pola terlf yang samg wemang tidek
selalu mengindikasikan adunya price-fixtng. Dalan LHP L, keseragaman
farif yeng ditenjukkon olelh hesit perhitungon tidak diinterpretasikan
sebagai  price-fixing, napum  mergpokist fenomenc  price-leadership
sebagai salak satu indikast tidak ada persaingan harga yang seharusnya
dilatakan vleh pesaing. Ado lidekmyo tindakan anti persaingan tidok
semata-mata  ditungukkan oleh keserogonan pela vl Kesimpuion
bahwa price leadership dibusilkan dei tindakan  anti persaingan
dipertimbaugkan secara beisame dengan indikator luinnya yang secara
bersmma-sama memberthun kesimpuion yang konsisten.

Bahwa menanggapi dalil-dalil dari STT dun STTC balva prive parallism
(pola taril yang sevagan} justru menunjukkan vdanya kompetisi, Majelis
Komisi  berpendapat  balova  dengan  mempertimbangkan kondisi
pergerakan harga sebaguimang disampaikan dalam LHPL dan para
Torlapor, dapet dinparakan bafnva terdapar perbedaan tarif untuk layanan

eunigan Nomoer OTKPPU-L2007, hial, 648-635,
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sefuder vany ditavarkan olel masing-measing operodor. Perbedoan tarif
tersebut sungad beragam dan puda dasarnya herupaye miuk mencapai
keuntungan mohsimal operator i berbagai segmen pusar. Pergerakan
harga jnal ritel jasa kecovan selider vong minim fluktuasi, khususnva
pergerakan horga  Tefkomsel dan  Indosat yang  didasarkan  pada
pengolahan secara stanisiik puda LHPL pade dasqrnya dapar menjadi
indikast owel adanya permasadahen persaingan usehy pada pasar
bersangkutan. Dengan memuhooni bahwa herga dapai berfluktuasi searah
dengan bicya produksi, nika pada saai pergerakan torif minim fluktuasi
maka dapat  dinyatakan  balnva tidak rerjadi flukluasi harge  yang
signifikan yang seharusnya searah dengan fluktuasi komponen pembentuk
biaya. Adanya pertumbidust jumlah pelonggan yang sangal pesat pada
Indusiri yang memiliki network effect positive seharusnya meningkatkan
skata ekonomi dari masing-masing operator, dan memuunkan biaya raia-
rata, sehingga seharusuye ferjadi permrunan harga jesa seluler secary
signifikan. Bifa penelopn harga tersebut tidak berhubungan smmna sekali
dengan biaya yang terkait dalan upava memberikan layanan jasa seluler
olekh para aperator, woka hal ini mengindikasikan adanya kekuatan pasar
dari operoior lerfenti yang mendorong tidak terjadinya  strategi
persaingan harga yang agresif dari pesaingrva.

Bahwa berdasarkan LHPL dan tenggapan dan pembelnan yang dilakukan
Terlapor, terbukti bamea Telkomsel selama horun wokiu 2002 dan 2006
telah mencapai peningkaten skala ekonomis yang sangat signifitan, yang
seharusnyq apabile para pemiliknya berkeinginan untuk menjadi yang
terbaik di dadam industri dan memarndapkan ekspekiasi kewnungan jangka
panjangnya, makn seharisnya melakukan strategi persaingen harga yang
agresif wvintak  meminimalkan ancamon  dari pesaingnya. Bersamaan
dengan adunya permasalehan kenmoigan yang dihadapi oleh Indosad,
seharusnya hal  rersebwt menjadi pendorong  Telkomsel  untuk
meninghatkan agresifitaswyn dedom hersaing nnga, nomunr hal tersebut
tidak dilckukan, Kavena i, ferbukti bahwa Telkomzel hanya berupaya
menurunkan tekanan persaingan dan tHdok berupava agar persaingan
tetap terwafud di pasar.

Bahwa berdasarken wraian yaug telah difelasken pada poin sebelumnya,
menunjukan bulova Telkomsel tidak melihal pesaingnva yoitu Indosat
sebaga uncaman dalam upoye mencapad keurd ungan jangka panjang.

Bakwa menanggapi dalil-dalil yang dikenndakan olel Temasek, Majelis
Komisi menilai bainva price leadership merupekan salah satu pola
pergerckan harga yang paralel antar pelaks usaha di pasar bersangkutan.
Pola pergerakan paralel dalent hentnk price leadership akan terjadi bila
Jollower merespon ke arah vang sama dengan pernbahan harga yang
dilafuskan oleh leader. Pemahwman tabel § dulam LEPL tidak dapat
dipisahiwn dengan grafik pergevakan harga antar operator pada paragraf
78.81 LHPL. Tabel 3 hanya merupakan tabulasi dari tingkat harga secara
rata-rafa dari perigde 2002.2006, Menarik kesimprian tersendivi dari
Tabel 5 ifunpa memperbuiitan grafik-grafie yang menyertainya pada
bagian yang sama, akawn meagarah poda hal yang salah, Majelis Komisi
berpenidupar bainwa nilui rata-rate tolmnan tersebut tiduk memberikan
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gamburan vany wiul wentung pole pergervkan harga pada setiap
perubcahan harga yang Jifukukan ofelr feader. JAdanye perhitungan yong
menunjukan balwa secirn retuerata harge Tetkowmse! poda layanan
ferteniu naik namun Indusat dan XL tarun, memperkuat dugaan bahwa
Teikomsel sebagai levder wmemiliki swrket power yang nyaia sehingga
bisa melakukan price leaderfisip secara kuat, Hal rersebw ditunjulan,
bahwa pennirunan tingkat hewrga yong dilakukan ofeh follower vdak ditkuti
olen Felkamsel Selain it ridak twrutnya Telkowsel memprunan harga
sebagoimana operator lain menunjvkian bahwa tidek terdapat price
paralellism yong dapat disimpulkan sebagai bukei kompetisi,

Babwar secara gamblang terlihar bainvg bila Tetkomsel menaikkan harga
maka operator bereaksi mengikuti pola kenaikan fersebut. Penurunan
harga yang dilakukarn oleh Dwdosal dan XL honya dilskuban bila
Telkomsel pada  pericde yang panjung wmenelapkan harga  yoang
stabil _dimana Telkomsel scbagai leader lidouk mengikuti penurunan
harga yang dilakukan oleh XL nonun sebaliknya, pada saat Telkomsel
menaitkkan harga (Gamber 7. LHPI Hal 80} terlihat Indosat dan X1
kemudian mengikuti kenaikan harge yang dilakukan Telkomsel,

Bakwa pada pola pergerakan yang rwif pasca bayar inira operaior,
terlinat jelus Telkomsel tidak terpengarnh uniuk wmemarunkan hargs.
Kestabilan harga vang dilakukan Telkowmsel fustrn dimonfaatkon oleh
Indosat untuk meningkaikan hargenye pada ringkat yang sama dengan
Telkomsel Penurunan horga yang dilekuken oleh X1 tidak diikuti oleh
Telkomsel dan Indosat.

Bahwa terdapat reaksi XL dan Indosat lerhadop kenaikan harga yang
dilakukan Telkomsel dengany mencikkan harga, namun iidak adanya reoksi
Felkomsel terhadap pemvwrisran liarga yang dilokukon oleh X1 dan Indosat
gecara nyaia menunjukkan terjadi price leadership di pasar bersangkuian,
dimanu Telkomsel merupokan leader dalan menentukan harga.”

Pertimbangan Muaelis Komisi dalam menilal terjadinys harga vang eksesif,

disntaranya scbagai berikut:'

"Bainea Ebitda yong tinggl mengindikasikan balwva operuior seluler
magii memiiki ruang untuk menurtinkon tngkat harga,

Bahwa Temasek pada pokoknya tidak sependapat dengan Tim Pemeriksa
dan menyatakan bahwa seharusnva Finr Pemerikse mempertimbeangkan
Jaktor inflasi,

Bahwa datum tanggapan dan  pembelaanya Temasek, STT, STTC,
AMHC, AMH, ICE, dan ICPL puda pokoknya meapatakan harga layanan
sefuler Indonesia tidak tinggi dibandingkan dengan negara lain.

Bahwa dalom tonggapan doen pembeloannya Telkomsel pada pokoknya
menyutakan harga seluler Indonesia masih tidak melebibi batas aiay yang

Wpurusan Memor OT/KPPLR2607, hal, 535-661.
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ditetapkan pado Kepitnusan Menteri, selingga tidak daput dikatekan
eksesi.

Balvwa Meajelis Komisi berpendupat bafvog harga cksesif adalah harga
yang lebili tinggi dibandingkon dengan perkivaan harga kompetitifnya,
atan secara signifikan lebil tinggi dibwndingkan biayanya, Berdasarkan
prinsip tersebul, Majelis Komisi meniltai bahwa harga jasa seluler pada
pasar bersangkutan adalah eksesif

Banwa penclitian OVUM teiah menunjukkon adanya ren pesurunan
biaya inferkoneksi secara nomingl, smaka sekalipun hurga seluler turun
secarg riil karena adanyae jaktor inflasi, momun harga yang tidak turun
sacara nominal menunjukkan balwa harga tersebut semakin eksesif
dibmrdingkan dengan biaya interkongksinya. Penjelasan tersebut juga
sebagai tanggapan Majelis Komisi atas dalil yung dikemukaken Temasek
fentarg perlunya menggunakan nilei inflasi,

Bahwa EBITDA yang sungat besar mermpakan konsekuensi logis dard
harga yang tinggyi dibandingken bigyanya, sehinga ferciptc margin
eksesif

Bahwa menanggapi dalil yang disompaikan Telkomel bahwa harga yong
ditetapkan eperatar masih berada pada batas harga yang ditentakun oleh
Pemerintah berdasarkan KM Parpostel No. 27Z/PRI0OI/MPPE.98 (KM
2771998} dan KM Menteri Perhubungon No, 79 Tahun 98 (KM 75/1298),
Majelis Komisi mweniled bohwa botas havga yong ditetapkan  oleh
pemerintal: adalah batasan hargao maksinnon, Balasan harga yang
demikian hanyae menghalongi naiknya harga melewali batasan igrsebud,
namun tidok dimaksudkan untiuk uencegoh towmya harga melalui
mekarisme  pasar. Majelts Komisi berpendapat  bamea  merupakan
kewenimigan Komisi wniuk menilol apakeh harga dan tindakan yang
terjadi di pusar sesual arow bertentangan dengarn UU Nomor 5 Tahun
989 Hul iersebut diknatkan gieh UU Nowor 36 Tahun 1999 iemang
Telekopmnikasi yang sudal mengatur penciapon tarif melotui mekanisme
kompetisi dan menyeratkan peagevasan mekanisime kompetisi ini pada
aturan UL Nomar 5 Tahws 1999,

Bakwa sekafipun tidak melebili barus aras hurgea yang diteiapkan oleh
KA 2771998 daw KM 7971998, hargo yang berada di atay perkiraon
harga kompetitif adalah wiap dikategorikan sehagal harga eksesif.

Bahwa menanggopt tangeapan Temasek, STT, STFC, AMAC, AMH, ICI,
don FOPL yang menyaickan balrwa jovif di Indonesia relatif murah
dibandingkan negara loin sehingga bevbeda kesimpuionnyea dengan Tim
Pemeriksa delam LHPL, Majelis Komisi manilai bahwa perbandingen
harga seliler Indonesic dengon negara lois dipengurahi ofeh pililan
negora pembanding sarvta leknik pembobotan harga seluler sehingga
memberikenr kesimpuian yany berbeda-beda. Oleh karena itw, Majelis
Komisi menilai mengenal horga tidak berdasarkan perbandingan negara
Iain

tiniversitas Indonesia

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH Ul, 2008



74

Pertimbangan Majelis Komisi dulam menilai levjadinya tingkat keuntungan yang

eksesif, diantaranya sebagai berikut:'"

"Bahwa dolam LHPL, Tim Pemeriksa menyatokan balnva “tingginya
market power yang diduga dinkibatkon oleh straktur vang terkorsentrasi
akibat adanya cross-ownership daper ditifukan dengan bebgrape indikasi,
Diantaranya adaloh tingginpa lingkar margin profit yang divkur dengan
EBITDA, Hargo jual yang velatif tinggi dibondingkan dengan negara lain,
dan tingginya selisih aniara hurga jual dengan biaya vang disunakan.

Bahwa dalam pendapar aiau pembelaomya Telkomsel poda pokokmya
menyaiakakan markel power lidak dibitung dari EBITDA margin iapi
merypakan fungsi dark P-MC/P yang merupokan formula Lerner Index,
dimana P adalah tingkat harga dan MC adalah biaya marginal,

Bahwa Muajelis Kowmisi berpendapat bokwva benar pengukuran market
power dapat dikitung berdasarkan (P-MCYP vtan disebui formula Lerner
Index dimana secara filosofis hal {ersebut menggambarian kemampuan
pelaku usaha untwk menetapkan harge yang menjarhi biaya, Nurum
demikian industri  telekomunikasi  yong  berbasis  jaringan akon
mengakibatken wilal fixed cost yang mendominast dari nilad total cost,
dengan demilian lerner index whan sulll digunakan sebagai indikator
kompetisi di sekior telekonunikasi, Hal tersebut dickni oleh Nera pada
hal. 23 paragrafl 74: thus, we would not expoct the lerner to be ¢ good
predicior of competitive canditians in telecommurications.

Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan bahiwa periitmgon menggunakan
lerner index tidak dapat digunakan secare akural uniuk mengukur market
power di indusiri 1elekonumikasi sehingga diperlukan weioda lain yang
dapat digunokan sebagai aguan untuk mengukur market power. Melode
tain tersebut yaity dengoun menggunokan melode nilei iingkat kewntungan
yang pode  dasarnyg  merupokon  kemamwpuan  perusaghaan  wniuk
menjauikan harga dart biayonya.

Bahwa datam pendapat atcw pembelaannys S8T7, STTC, AMAC, AMH,
ICL, ICPL pada pokeknya menyatakon bahwa EBITDA bukan merupakan
alat pengukyr yang boik uniuk tingkat keuntungan. EBITDA adalch
pendapatay sebelum  Bunga, Pajak,  Depresiasi  dan Amortisasi.
Sedangkan, loba adalah pendapeian setelah bunga, pajuk, depresiasi dan
amortisusi.  Pada pokoknya, laba mewakili apa  yanyg diperofeh
perusahaan setelalr semeer biaya diperhitunghan, sedungkan EBITDA
fidak memperiftungkan seimma hioya,

Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Temasek, Singtel, Singtel
Meobile, dan Telkomse! pada pokoknya memyatakon bainea EBITDA dan
ROE yung tinggi tidak mengindikasiton kekuatan pasar alan tarif yang
berlehihan.

Bahwa Majelis Komist bervpendupat batnva tingkat keuntnngan biasanya
divkur dengan menggunvkan EBITDA dan Return on Capital Employed

Woatwsun Nomoer 0K PPU-L/2007, ial, 662-667.
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(ROCL) yuny secara jungka panfong  tetap  tngel  dav pemiliki
kecendprungan meninghat, Regulator dan pengavwas perscingan biasanya
memeriksa perbedaan sugled keunnmgon perusahaan yung berbeda
ketika melafatkan investigasi perifaku yang antikompetitif arau melihat
tingkat kompetisi, seperti yung dijelaskan pada leporan NERA hal. 44,
Bolnva  Muajelis  Komisi mendapatkan LHPL  welalh menampilkan
perbandingan EBITDA wwrgin operator seluler Indonesia dibandinghan
dengan negarg fain yang mengutip luporan Morgan Stanley teniang
EBITDA Murgin tabum 2003 dimana Telkomsel memiliki ERITDA Margin
terfinggi dibanding eperator i negara Asia lainnya dan Indosat
merupakan eperator selnler dengan ERITDA Margin diatas 30%.

Bakhwa dalamn menjelaskon gambar di atas Morgan Stanley menyatakan
bahwa EBITDA margin eatara 5% - 60% dikategorikan sebagai nilai
yang fingel, Partly due to high prices and afso due lo limited competitive
intensity, Indonesian mobile operators have enjoved indusiri high EBITDA
margingf 33% - 66% , ...

Bahwa iingginya EBITDA snarvgin disertai dengan harga seluler vong
tinggi dibandingkan dengan emerging market Asic lainnya memberikan
ruang uniuk pelakn usaha Indonesia mremurunian hargae vang lekih
rendah. Adanya ruang untiek menuruhkon horga lersebut menggambarkan
bahwa margin kewniungan di industri seluler masih tingei sehingga masih
dapat dituruniarn.

Bahwa AMgjelis Kowixi juga mendapaticn  NERA  membandingkan
EBITDA marght dengan menggungkan pengukwran yong sema uniuk
perusahaan-perusaliiwn di hwor negert. Nera memberikan gambaran
bakwa ERITDA margin industei seluler Indonesia termasuk yang tertinggi
di dunia dibandinghan 32 Negara loinye yaitu pada peringkat No. 2
setefah Nepara Philipines...

Balwa berdasarkan siled ROCE indusivi seluler yang ferdapat dolam
laparan Nera Hal. 43 ditesmwkon batwea dari taham e tobun ROCE
industri menunjukkan konsistensi nitad yong bertambah tingyi dari 23%
pada tahun 2002 menjadi 36% puada lakun 2006, Hal tersebut
menunjukkan balnva Capitad yang ditenamkan di industri seluler, dari
tahun ké tafun swemberikan nilai pengembalian yang rerus mambesar,
Konsistensi peminghutn nilat ROCE  (ersebut mpmunjikan  adanya
konsistensi peningkaton profi.

Bahwa Majelis Komisi berkesinyrdan halwe dari tingkat profitabilitas
yang ditwjukan oleh nilai EBITDA muargin yang tingel dan ROCE yang
secara konsisten bl darl tahun ke talrn, membuktikan terdapat profit
eksesif pada payar bersanghkutan.”
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Pertimbangan Majelis Komist dolam menilol terjadinya kevugion konsomen,

diantaranya sebagai berikur!'

“Balwa  memon Majelis Komisi perbitungan besarnye  kerugian
konsumen  ditentukoy  oleli perbedaun harga yveny diboyorkan oleh
konsywmen deagan penilaion produsen (biaya dittanbal kewntungan) yang
diterima konswmen yang dicerminkan oleh harga kompeiiilf pada tinghka!
petata usaha mendapatian ROE vang wajar,

Bahwa bevdasarkan pendekatan di atas, Majells Kowisi berpendapat nilai
kerugion konsumen ielah sebesar Rp 14.760.000.086.000,00 (empat
belas tiriliun iufult ratus engm puduh mifior ruplah) sampai dengan
Rp 30.800.000.000.000,00 (riga putuk triliun delopon ratus milior rupioh)
datam kurun waktn empal lahun (2003 sampai depgan 2006). Perhitungan
tersebui telah memperbatikon keseimbangan antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan konsumen.

Bahwa selanjuinya Mujelis Komisi mengurai perhinmgean kerugian
konswmnen tersebut sebogai berikul.

a. Bahwa kerugion konsumen yang dilitung  berdasarkan  analisa

finansial yang terdapat dafem LHPL didasarken ates asust tingkat
perolehan  profit wwrhedap  niloi modal  pemilit (ROE}  yang
memuaskan. Kernglan konsumen dibitung dari selisih ROE yang
terjadi dengan  aswinsi tinghot ROE yarg minhsed  memuaskan
pemegong saham. ROE Telkomsel tatnor 2003 sebesar 48%, tahun
2004 ychesar 43%, wahuy 2008 sehesar 353%, don tahun 20086 sebesar
33%
Assonsi tingkat ROE yoang mninimal memuvaskan edolah 20%, 25%,
0%, dan 33%. Sesuai dengan kedkalasi Tim Pemerisa, kerugion
konsumen uniuk pelunggan Telkomsel dari tahun 2003 sampai dengan
talmn 2000 adaleh  berkizar  amtara Ry 9.859.000.000.000,00
(sembitan fritiun delapan ratus limu pufvh sembilan milior rupiah)
sampar dengan Bp. 24.078 686.000.000,00 {dua pulnh cnpat triliun
refueds puluh delapan wmiliar rupial)

b, Bahwea perhitungan kerugion kessumen dengun ROE df alas tidek
mempestimpanghan potensi penrungn harga Tethomsel  terbadap
penurunay harga Didosat dan X[ Kerugion kanswmen pelanggan
Indosar udatah potensi koreksi harga dikadiktan revensz dori PT
Indosad. Kerugian konsumen pelanggan vdaial potensi koreksi harga
dikatikan revenwe dori XL Sesuet dengan kalbnlosi asumsi yong
dilckuthan oleh Tim Pemeriksa maka ROK 20%, ROE 23%, ROE 30%,
darr ROE 33% ckan menunjukkan potensi penurunan hurga sebesar
13,34% fumtuk ROP 33%6), sebesar  21,32% (unnd ROE 30%),
sebesar 27,0904 tuntwk RCE 25%), dan sebesar 32,87% {untuk ROE
20%,).

Wpurusan Mewor QUK PPU-LI3807, hal, 667-672.
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¢ Berdwsarkun  duta taporan  kenangan  Telkomsel, Indosar dan
Exceleamindo, Majelis Komist menemuhan kerugion konsumen yaitu
mindmd yebesar Rp 14764980, 000.000.00 {empat Belas triliun tujuh
ratus e puluh empeatr mifiar sembifon ratus delapon puluh juta
rupiahy dan meoksinad sebesar Rp 30.808.720.000.000.00 ftiga puluh
trilivn debapan ratuy delopan milior aguh vatus duo puluh juta rupiah)
dengan perincion sebagai beriku!

Perusahacn Kerugian (milvar Rp)
minimeal maksimal
Telkomsel 9,839,600 24.078,00
Indoset 3.703,006 3080 38
XL 120292 1.650,34
Jumlah 14.764,98 30.808,72

Bahwa Majelis Komisi berpendapat Tim Pemeriksa tefat menunjukikan
hubungan sebab akibat yang jelay antare kepemilikan sitang oleh
Temasek dengan kerugian konswmen sebagaimana dijelaskan dalam
Skema  Dampoak  Cross-Chwnership  delaom LHPL, Kelompok Uscha
Temasek telah mencegah Indosat wuntuk bersaing demgan Telkomsel,
sehingga menyebabken pangsa pasar Telkowsel weningkat dan pangsa
pusar Indosat memirun pada kurun wodu 2002-20006. Dengan struktur
pasar yang semoekin levkonsentrast pade  Telkomsel relah membuat
kekuatan  poasar  Felkomsel wmeningkat, sehingga Telkowsel semakin
mepnitii kekuotan wituk merjadi penentu harge yang linggl sehingga
menyebabkean timbufuye kerugian konswnen.

Bahwa dengan dennikion, Majelis Komisé serpendapat kepemilikan silang
Kelompok  Usoha  Temasek iclah  mengakibaikan  adanya  kerugian
komsiomen pada induseri selider Indonesia yang cnkup besar yoity antara
14,7 Tritivm rupicd: scapal devngan 39,8 Triliun rupiah.”

Mencermaii  perlimbangan-pertimbangann  Majelis  Konusi dalam

menguraikan pemeathan tnstr Pasal 27 dan dampek porsamgan vang teradi

tergebut di atas, taimpak jelas babwa Majelis Komisi wclah menyajikan analisis ride

of reasen yang lebil komprehensif Dalam putusan i, Majelis Komisi banyak

menyaiikan data onipiris yang berkaitan dengan harga, pangsa pusar yang masing-

masing disertai dengan analisis begerla analisis korugian konsunen, Seperti vang

Iainnya, Majelis Komisi juga mempertimbangkan pendapat davi para Terlapor

gebelum memutuskan,
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Agak  berbeds dengan perkaneporkara sebehannya, Mujelis Komigl
Perkara Nomor OVKPPU-L2007 menilai dampak persaingan dengan tidak
menyajikan definist dari prakick monopolil atau porsaingan usaha tidak sehat,
Penilaian tersebul tentunya masih memiliki kesanaan substansi dengan definisi
praktek monopoli atau persaingan sebagaimana tercantum dalare Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal jol Majelis Komisi  menilai 4 {ompat) hal
sebagai bentuk dampak ierhadap persaingan, yaitu tidak kompetitifnya industri
seluler di Indonesia, harga yang cksesif, tingkat keuntungan yang cksesif, dan
adanya kerngian konsumen. Keemnpat hal tersebut diuraikan dengan disertai data
empiris yang diperoleh Majclis Komisi baik dari para Terlapor, penyelidikan,
pemerintah maupun dari lambaga survey independen.

Penerapan rufe of reason untuk Pasal 27 vang sebehamnya tidak
mencanturnkan frase “dapat mengakibatkan prakick mongpoli” atan “dapat
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehal” atau “dapat menpakibatksn praktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” juga mempakan {erobosan besar

dalam penilaian pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959,

Selanjuinya dalam melakukan penilaian terbadap pelanggaran Pasal 17
ayat (1} yang dilakukan olch PT Telekomunikast Selular (Telkemsel), Majelis
Komist diantaranva memperiimbangkan pemenuhan unsur perilaku dan dampak
terhadap persaingan. Perimbangan Majelis Komisi dalam menilat unsur perilakn

yang dilakukan oleh Tetkomsel. diantaranya sebagai herikut:''

“Bamwa dulam LAPL Tim Pemerikza pada pokoknya menyatakew telah
terjadi hambatan interkoneksi yang dilakikan olelt Tefkomsel sesuai
dengan kesaksion Mustel, Hutchinson, don dokimen perianiian keria
sama antara Telkomsel dengon solah satu operutor.

HWoputusan Nomor QF7KPPULA007, hal, 874-§78.
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Boahwa  dalam pendupat atan pembelaon Tetkomsel rerkait dengan
pembuktitny pelfauggaran Pasal 17 avar (1) v Pusad 23 avar (1) el b
UL No 3 Tuln 1999, pud pokoknye menyatakos:

a. Buhwe kesaksian Hatchinsan tidek mempunyad kekuatan sebagai alat
budti karena Huchinson tidek wrmasuk sebagal pelaku wsaha dolom
industri telekomunikast di Indonesia pada periode 2002-2006.

Bahwe kesuksion Maste! tidak bernilai saksi

e. Bahwa Tim Pemeriksa tidak memenufi asas mininnogn 2 {dua) alat
bukti

d  Balwa Tim Pemeriksa teloh merekayasa Berite Acara Pemeriksaon.,

Bahwa Majelis Komisi menilai pembuitian yang dilakukan Tim Pemeriksa
telah memenuhi asas dua olat bukti.

Bahwe Majelis Komisi menyimpulkan batnwea price leadership relah rerjadi
duan dilakidkan eleh Telkomsel

Bahwa Majelis Kowtisi nenyinputlan batowa harga jasa seluier Telkomsel
adalah cksesif.”

Pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai terjadinya  dampak techadap

persaingan, diantaranya schagat berikut''7

“Bahwa berdasarkan uraign sebugaimana dijelaskun pada bagian
sehelumuya yvang secara nnitatis monandis berfoku pada bagion inl, maka
Muajelis Komisi memyimpuikan bafnva industri seiuler Indonesia odalah
tidak kompekiiif.

Bahwa pertimbangan dan penjelasan sebagaimana telah dijelaskan pada
bagian sebelummyva pugatis wwandis beriaku poda bagian inl dengan
penambaiar sebagai herikut:

e, BEBITDA margin Telkomse! selaly berodu pada kisoran nifai rata-rata
72,089% pada perivde tebun 2003 sampai dengan lahun 2006,

& EBITDA margin Telkomsel merupakan yang tertingei dibandingian
operaior  seluler  laimppe & negara-negara  Asia  sebagaimong
dijelashan dafemt Laporan Mergan Stanley fertanggal 21 Februari
2004,

¢. Nitai ROCE yung meninghal dovi 453% pada walum 2001 mewjadi 71%
pada tairn 20006

d  Perkembungon pendapetan operasi Telkomsel per falue pada periode

tahun 2001 seompai dengan tabun 2000 mengikati pola kuadratik dan
eksponensicd,

e. Guambar i wtas menunjukkan hubungan amtara perolehan revenue
datan konteks Jungst wakt, Operating revenue Telkomsel poda tabun
2001, hanya besiianialr Rp. 3.918.000.000.000,60 (empat triliun
sembitanr ratns delapan belas mifiqr ruplah), pwda tohun 2002

19putusan Namor GT/EPPLI-LA2G07, ial, 678-683.
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berjuntdah Bp 7.373.000.000.G06.00 (nyuh srifiue {ing ratus lyuh
prduls dew sty rupich). peada rhun 2063 berjumlah Rp
L6000 00000000 xehelay rifiun sercitey empar prdieth enam
milicr rapiciy, padct febaase 2004 berfraiah Ry 14,76 3.060.00(1.000,00
(empar belas wiffun tfud retus enam pualuk Hea mifiar rupiol), pada
tafin 2005 haviundah Rp 27 133.000.000.600,00 (dua puluh satu
triliun serarus g pulult tiga miliar rupich), dan pade tahun 2006
berjumiah Rp 29 145.000.060.600,00 (dua puivk sembilan triliun
seratus empal puluh lfmea milior rupiah), venmnjukkan pertambahion
yang berlipal gonda mengituli pola quadratic maupun exponential.
Pertambahan cperating reverue mengthdi pola gnadratic dengan
persameacs Y=a+bX+eX2, dengan Y merupakan operating revenue, X
merupakan tehwn, don nilal a=4364.10, b=-18.939, dan c=677,946.
Pertconbalan operating revenue mengikuti poia exponential dengan
persamgan V=achy, dengan T merupakan opercting revenue, X
merirtkan talig, dan nilai a=3663.10, b=(0. 3502,

J. Perkembangan ERIT, EBITDA, dan Net Income Telkomsel periode
2001 sampai dengan 2006 bila dibentnk dalom  grafik okan
memoyjukian  gambaran  sertpa seperti  grafik i wtas, yakal
perkembangon yang mengikuti pola eksponensial atau kuadratik, tidak
hanya sekedar pertumbulion yang linfer,

Batwwa berdasarken swratan di atas, Majelis Konisi berkesimpulan bahwa
secary nyata Telkomsel tefalt memperoieh profit eksesif puda pasar
bersangkuion,

Bahvwo menurut Majeliy Komisi perbitungan basarnva kerygion korsumen

ditentukan oleh perbedaan harga yeng dibayarken oleh konsumen dengan

penitaian produsen {hiava ditumbal keuntungon) vang diterima konsumen
yang dicerminkan pleh harga kompetitif pada tingkat pelaku usaha
mendupatkan ROE yens wajar,

Bahwu berdasarkan pendekaran di utas, Mageiis Komisi berpendapat nilof

kerugian konsumen Telkomisel adalah sebesta Bp 9.859.000.680.000,06

(sembilan (ritiun delapeot ratus Tima puluh semibiion milior rapichl sampai

dengon Rp 24 073 060 000.000,.60 (dus pulul empar teilinn byuh puluh

delapar millar rapialy dalam kurus waktu empat wehun (2003 sampoi
dengan 2006). Perhirungan tersebut telaly memperhutikan keseimbangan
antara kepeniingon pelak usaha dan kepentingan konsumen.

Bahwa  selonjuinva Muajelis Komisi mengurai perhitungan herugian

ronstmen tersebut sebagad berikut:

a. Bavva kerupion konsumen yang dilitung  berdasavkon  analisa
Jinansial yang terdapat dalam LHPL didasarkan atus asumsi tinghol
perolehan  profit tevhadap  niladd modal  pewifit (ROE)  yang
memuaskon. Kerughun konsumen dikitung dari selisih ROE yong
tevjadi  dengan  aswnsi tingkat ROE  yung minimel memucskon
pemegerg safuin.

b, Aswnsi tingkat ROE yang stinimal meninaskan adalahi 20%, 25%,
30%, dan 33%. Sesuai dengan kaliulasi LEPL, kerugian konsumen
wntuk pelanggon fetkomsel dari fakun 2003 sumpai dengon tohun
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2006 adelalt berkixer oniwra Rp VS3POUG.GDR.000.00  (sembilan
frifivn delupen rotas lima poluh sembiton miliar rupich) sampai
dengan Rp 20.078.000.000.000.00 (dua puivh empat trilinn tufub
pudud delapun mifiar rupiaby,

Bamva dengan demikian, tingginva harga jasa seluler Tetkomsel telah
menyebabkon  keruglen  konsumen anwwe  Rp $.839.000 0800.0650.00
{sembilan triliun delapan ratus ima puluh sembilan miliar rupiah) sempai
dengan Rp 24.075.000.000.000.00 {dua puiuh empat triliun tujul puluh
delapan mitior rupiain).”

Sarmna halnya dengan penifaian unsur Pasal 27 yang dilakukan oleh Majelis
Komisi, dalam menilai dampak persaingan vang terjadi akibat periiaku Telkomsel
juga diuraikan beberapa hal seperti: tidak kompetitifayva indust seluler di
Indonesia, harga yong cksesif, keuntungan yang cksesif, dan adanya analisis
kerugian konsumen. Penjabaran darl masing-masing dampak juga sama dengan
penjabaran dampak persaingan akibal perilaku Temasek dalam kepemilikan
saham silang, Data cmpirls mengenal kcuntunpan dan harga, analisis yang
ditandingkan dengan analisis oleh lembaga survey indeponden tetap dimunculkan
untuk menjclaskan bahwa benar welab telah terjadi harga vang eksesif, keuntungan

yang eksesif, dan kerugian konsumen yang ditimbulkannya.

Secara wnwm dapat dilihat bahwa Majelis Komisl dalam perkaca ind
menilai dampak ferhadap persaingan sebagal bentuk rufe of regsor dengan
menckankan pada substanst dawt prakick monopoll alav porsaingan usaba tidak
sehat itu sendir] tanpa menilel kesesuaiannya dengan definisi praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1999.
Hambatan interkonckst yang dilakukan oleh Telkemsel vang juga dibarengi
dengan price leadership dan penerapan harga vang ckscsi{ merupakan esensi
nyvata dari penguasasan pasar vapg  monugiknn, sedungkan dampak tidak

kompetitifnya industri selelur di Indoncsia, harga yang cksesif dan keuntungan
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vang eksesil yang erjadi selama periode kepemilikan silang kelompok usaha
Temasek merupakan bukti nyata buhwa kepemilikan silang tersebut berdampak

negatif terhadap perseingan dan konsurmen.

Terhadap pelanggaran yang telah dibukitkan i atas, Majehs Komisi

" . i
menjatubkan sanksi berupa:’

"Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Lid., bersama-sama
Singapore Technologies Telemedia Pre. Lid, STT Comunprications Lid,
Asia Mobile Folding Compuany Pte. Lid, Asia Mobile Holdings Pte. Lid,
Indonesia Communication Limited, Indonesic Comprunication Pre. L,
Singapore Teleconmunications Lid, dan Singapore Telecom Mobile Pte.
Ltd  wntuk  mengheniikan  Hndakan  kepemilikan  sahom  di PT
Telekomunikasi Selutar don PT.Indosat, THk denpan cara melepas
seluruh khepemilikan sahampye di salah sate perusanaon yeitu PT
Telekounaiikasi Selutar aron PT Indosal, Thk. dolap vwakiu paling lama 2
(dua) talnus 1erhitung sefak putusan ini menmiliki kekwaton hukum tetap.

Memerintahkan  kepada  Temasek Holdings, Pte. Lid, bersama-sama
Singapore Technologies Telemedia Pte. Lid, STT Communications Led,
Asia Mobile Holding Compony Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Lid,
Indeonesia Communication Limited, Indonesia Commmnication Pre. Lid,
Stngapare Televonununications Lid., dan Singapore Telscown Mobile Pte,
Ltd untuk memptuskan peruschaan yang wkon difepas kepemilikan
sahamsya serta melepasken hak suara dan hok untuk mengangkat diveksi
dan komisaris puda swlah satu pertisahaws yung ukon dilepas yaitu PT
Telekonmunikasi Selvlar atau PT Indosat, Thk. sampai dengan dilepasnya
sahmm secora keselirwhan sebacaimana diperintahkan pada diktum no, 4
di alas.
Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada dikivin no.4 di
atas dilckukan dengan syarat sebagal berikui:
a, wmtik masing-masing pembeli dibatasi maksinad 3% dari total saham
yang ditepas;
b, pembeli tiduk boleh erasosiast dengan femusek Holdings, Pre. Lid.
maupus pembeli lain datam bentuk apa pun,

Menghukum  Temasek  Holdings, Pre. Lid, Singapore Technologies
Telainedia Pre. Lid, STT Compumications Lid, Asia Mobile Holding
Company Pte. Lid, Asia Mobile Holdings Pre. Lid, Indonesia
Communication Limited, Indonesia Comunmication Pee. Lid, Singapore
Telecommumications  Led, dan Singapore Telecom Mobile Pte. Lid
masing-masing membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000 00 {(dua
pulub lma wiliar rupiah) yang harus diseior ke Kas Negara sebagai
seforan pendupatan denda pelanggaran di bidang persaingen usaha

10 tosan Nomor 0T/KDPPULII00T, hal, 688-6911,
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Departetien Perdagungon Sekretarial Jendeval Satuan Kerjo Komisi
Pengavvus Persaingun Usaba meladdid bunk Pemerintah dengeor kode
penerimuan 423491 (Pendupan Dendu Polunggaran  di Bidang
Persaingm Usahal.

Memeriniahkan PT Teickonumikasi Sehddar wmuk menghentikan praktek
pengeraan il Hnggi don menurwikan surif layanen selidar sehwrang-
kurangnye sebesar 13% fima belas perseny dari tarif yang beviaku pada
tanggal dibaeakannya priusan inl,

Menghikum  PT  Telckomunikasi Selular membuyar denda  sebesar
Ep 23.000.000.000,80 (dua puhd Tima miliar rupich) yang harus disetor
ke Kas Negara sebagal setoran pesdapatan denda pelangguran i bidang
persaingan wsaha Depariemen Perdggangan Sekvetariar Jenderal Satuan
Kerja Romisi Pengewas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423491 {Pendapatan Denda Pelanggarar di
Bidung Persaingan Usahag. ™
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BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uralan mengenai permasalaban dan pembahasannya yang
telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai
bertkut:

1. Pendekatan ruie of reason merupskan pendekatan yang mengetengahkan
analisis lehih mendalam dalam menentukan terjadi tidakaya pelanggaran
hukum persaingan. Analisis dimaksudkan untuk mengetahui dampak vang
terjadi terhadap persaingan, setidaknya untuk melihat manfaat ekenomi dan
kebaikannya bagi persaingan itu sendiri. Dalam hukum persaingan,
pendekatan rule of reason diperlukan dalsm rangka menguji manfazat
ekonomis dan kebatkan dari suaty perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh

pelaku usaha dalam rangka pencapaian efistensi ekonomi secara makro.

2. Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 tidak mencantumkan ketentuan rule gf
reason secara eksplisit, namun penerapan rule of reason dapat ditelusuri dari 3
(tipa} hal, yartu: dari tujvan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 itu sendix(, dari rumusan pasal yang mencantumkan ketentvan “dapat
mengakibatkan praktek monopoli” atau “dapat mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat” atsu "dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat”, dan dart tugas XPPU, Undang-Undang Nomor

&4
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5 Tahun 1999 menghendaki penceapan ride of reason ving lebih luas, tidak
hanya mencakup dampak vang terjadi terhadap perssingan, namun jugs
termasuk cara bersaing yang tidak sehat.

3. Dalam 3 {tiga) putusannya yaitu Putusan Nomor G6/KPPU-L2304, Putusan
Nomor D2/KPPU-L72003, dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007, KPPU telah
menerapkan rife of reason. Putusan Nomor 06/KPPU-L/2004 menyuguhkan
bukti berupa dokumen porfaniian, data empiris penjualan, snalisis dampak
penurunan pemjualan, analisis atas esensi cara bersaing (tindakan) dan potensi
negatifnya terhadap persaingan dan konsumen. Pulusan 02/KPPU-L/2005
menyuguhkan bukt berupa dokumen syarat-syarat perdagangan dan analisis
atas esensi cara bersaing (tindaken) dan potensi nogetifnya terhadep
persaingan. Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 menyuguhkan bukti berupa
dokumen kepemilikan silang, data empiris mengenal harga dan keuntungan
beserta analisisnya, analisis atas tindakan Terlapor, dan analisis dampak

terhadap konsumen.

B. Saran

Saran-saran yang dapal disampaikan berkaitan dengan permasalahan ind

adalah sebagai borikul:

1. Penyajian data emipiris berkaitan pergerakan permintaan akibat pergerakan
harga dari suatu barang adalah sangat peniing unluk mendefinisikan pasar
bersangkutan, Olel karena ity Majelis Komist hendaknya menyajikan data

tersebut dahun nicnangani perkars persaingan yang ada di KPPUL
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